
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

NOMOR : PL. 102/70/10 /PIP.SMG-2022

TANGGAL 08 APRIL 2022

KEGIATAN

PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA

DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATANII

KELAS E,F,G, DAN H

HARGA PEKERJAAN : RP. 189.216.000,-

TERBILANG : (SERATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA
DUA RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)

JANGKA WAKTU : 15 (Lima belas) hari kalender

PENYEDIA JASA

FT. KEKANCAN MUKTI
Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang

Selatan



#A%
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNiK ILMU PELAYARAN SEMARANG
)^KAN

JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP. (62)024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62)024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page: www.pip-semaranq.ac.lcl

BERITA ACARA EVALUASI PEKERJAAN

NOMOR ; PL. 102 / 79 / 9 / PIP.SMG-2022

TANGGAL ; 22 April 2022
PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA

ANGKATAN 11KELAS E,F,G, DAN H

TAHUN : 2022
Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh dua bulan April Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-04-2022), kami
yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Barang dan Jasa untuk pekeijaan
tersebut diatas, dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang, telah
mengadakan rapat Evaluasi Pekerjaan terhadap Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan tersebut
diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
Hadir dalam rapat
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA :

1. HERI PRASETYO, S.M.

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN

ALAMAT

PT. KEKANCAN MUKTI

Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan,
Semarang Selatan.

NPWl> :  01.213.792.3-508.000

KELENGKAPAN
KETERANGAN

NO I RAIAN (+)

Sesuai Tdk Sesuai

1 Kualitas Barang/jasa: •+ Sesuai Spesifikasi Teknis

2 Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
+

Sesuai Surat Perintah Kerja
(SPK)

3 Dokumen Tagihan

-1-

Sesuai Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2021

tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden No. 16

Tahun 2018

HASILAKHIR SESUAI

Demikian Berita Acara Evaluasi Pekerjaan untuk PENGADAAN PAKET PENGINAPAN
PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATANII KELAS E,F,G, DAN H ini dibuat. Untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO. S.M

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003
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SURAT PERINTAH MULAIKERJA (SPMK)
Nomor-.PL. 102/70/11/PIP. SMG-2022

Paket Pekerjaan: PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL
NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

Jabatan

Alamat

HERI PRASETYO, S.M

Pejabat Pembuat Komitmen RM
Jl. Singosari 2A Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK nomor PL. 102/70/10/PIP.SMG-2022 tanggal 08 April 2022, bersama ini
memerintahkan;

Nama Penyedia
Alamat

:  PT. KEKANCAN MUKTl

; JL. LETJEN SUPRAPTO NO. 1 PURWODINATAN, SEMARANG

yang dalam hal ini diwakili oleh SINDHU ARIBOWO selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:
1. Paket pengadaan: PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL

NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H;

2. Tanggal mulai keria: 08 April 2022;
3. Svarat-svarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penvelesaian: selama 15 (Lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 8 s.d.

22 April 2022.
5. Denda; denda sebesar l%o ( satu per seribu ) dari harga kontrak untuk setiap hari

kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa
penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek.

Semarang, 08 April 2022
Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Pejabat Pembuat Komitmen RM

HERI PRASETYO. S.M

Penata Muda (lll/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Menerima dan menvetujui:

tTntuk dan mSThanwPT. KEKANCAN MUKTl
/:

Hotel Manage ̂
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SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL. 102 / 70 / 10 / PIP. SMG-2022

Tanggal : 08 April 2022

Nama PPK HERIPRASETYO, S.M

Nama Penyedia PT. KEKANCAN MUKTI

PAKET PENGADAAN;

PENGADAAN PAKET

PENGINAPAN PESERTA DPM

BST KAPAL NIAGA

ANGKATAN IIKELAS E,F,G,

DAN H POLITEKNIK ILMU

PELAVARAN SEMARANG

TAHUN 2022

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL. 102 / 65 / 12 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 04 Februari 2022

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL

PENGADAAN LANGSUNG :

Nomor : PL. 102 / 69 / 11 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 07 April 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan:
022.12.DL.3996.SCB.005.051.A.524111

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 15 (Lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 8
s.d. 22 April 2022

JENIS KONTRAK: Harga Satuan.

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 189.216.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam
belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO URAIAN JML WAKTU
HARGA

SATUAN

JUMLAH

HARGA

1 Paket Penginapan 96 pax 9 Malam Rp 219,000 Rp 189,216,000

JUMLAH

TOTAL

Rp 189,216,000

Rp 189,216,000

Terbilang: Seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah



SATUAN KERJA :

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL. 102 / 70 / 10 / PIP. SMG-2022

Tanggal : 08 April 2022

Cara Pembayaran : 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %;
2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan

pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan
dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

3. Pembayaran dilakukan melalui PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
KCP Semarang Candi Baru atas nama PT KEKANCAN MUKTI HOTEL
RADJA dengan Nomor Rekening : 136-00-6663336-0

4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka
Pihak penyedia dikenakan denda sebesar l%o ( satu per seribu) dari harga
kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi
spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang
kurang memenuhi spektek tersebut

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. KEKANCAN MUKTI

jSiW 1
s!^ TEWPEL ^
. 61F54AJX415143101

HERIPRASETYO S.M

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

SINDHU ARIBOWO

Hotel Manager



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL. 102 / 70 / 10 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 08 April 2022

Cara Pembayaran 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %;
2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan

pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan
dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

3. Pembayaran dilakukan melalui PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
KCP Semarang Candi Baru atas nama PT KEKANCAN MUKTI HOTEL
RADJA dengan Nomor Rekening : 136-00-6663336-0

4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka
Pihak penyedia dikenakan denda sebesar l%o ( satu per seribu) dari harga
kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi
spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang
kurang memenuhi spektek tersebut

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM

-N
HERI PRASETYO ' S.M

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. KEKANCAN MUKTI

wk.
TE NOT'^,77AE7AJX415143106^^^^^^^

SINDHU ARIBOWO

Hotel Manager



SATUAN KERJA:

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL. 102 / 70 / 10 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 08 April 2022

Cara Pembayaran ; 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %;
2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan

pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan
dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

3. Pembayaran dilakukan melalui PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
KCP Semarang Candi Baru alas nama PT KEKANCAN MUKTI HOTEL
RADJA dengan Nomor Rekening : 136-00-6663336-0

4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka
Pihak penyedia dikenakan denda sebesar l%o ( satu per seribu) dari harga
kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi
spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang
kurang memenuhi spektek tersebut

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. KEKANCAN MUKTI

HERIPRASETYO S.M

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

SINDHU ARIBOWO

Hotel Manager



SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau
volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam
jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga
yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. PENYEDIA J AS A KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggungjawab penuh terhadap personel serta
pekerjaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi
penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsimg atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang
berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK
tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada
saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan
tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada
penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekeijaan tertentu.
Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama
penyedia, baik sebagai akibat peleburan {merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL



a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam
Surat Perintah Mulai Kerja.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena

keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas
penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah
Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya

kecelakaan, pelaksanaan pekeijaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekeijaan,
atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain
yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
b. Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam

harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah
disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian

pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan

berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil
Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali
kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat
memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan
atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekeijaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan
pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekeijaan.
Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.



b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekeijaan harian.

c. Laporan harian berisi:
1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
3) jenis dan kuantitas pekeijaan yang dilaksanakan;
4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang

berpengaruh terhadap kelancaran pekeijaan; dan
5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan
dan disetujui oleh wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi basil kemajuan
fisik pekeijaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil
kemajuan fisik pekeijaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekeijaan di lokasi pekeijaaa

14. WAKTU PENYELESAlAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekeijaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya
pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan
Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia
maka penyedia dikenakan denda.

0. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi
maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk
diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas
pekerjaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekeijaan, penyedia
wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekeijaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah
pekerjaan selesai.

16. PERUBAHANSPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak,
meliputi:



1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi iapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekeijaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai

jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian temyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekeijaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat
dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa
Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika teijadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekeijaan akan
melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta
perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian
pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan
melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan

prestasi pekeijaan yang telah dicapai, termasuk:
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekeijaan ini. Bahan

dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.



d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila;
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau

pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar
oleh instansi yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
5) penyedia menghentikan pekeijaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam

program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
7) Penyedia gagal memperbaiki kineija setelah mendapat Surat Peringatan

sebanyak 3 (tiga) kali;
8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka

waktu yang ditetapkan oleh PPK;
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan

pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia;
1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka

dicairkan (apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

20. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi basil pekeijaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal
yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk
setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual



Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui
Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan keija PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM

HERIPRASETYOM S.M

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. KEKANCAN MUKTl

/

SINDHU ARIBOWO

Hotel Manager



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

fflSai- BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN ^
BADAN LAYANAN UMUM VKMI ̂

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG —s=i—
*  JALAN SINGOSARI 9A TPI P /fi-JX n9/i.R-»i-iroy cav .JALAN SINGOSARI 2A TELP FAX : (62)024

SEMARANG
KODE POS 50242

. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page: www.DiD-semarana.ac.id

Nomor : PL. 102 / 69 / 13 / PlP-SMG-2022 Semarang, 07 April 2022
Lampiran : ~

Kepada Yth.
Direktur PT. KEKANCAN MUKTl
di Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan

Perihal: PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA
ANGKATANIIKELAS E,F,G, DAN H

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 0022/MGSS/SM-OL/III/2022
tentang PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA
ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H PIP Semarang T.A. 2022 dengan basil negosiasi
harga Rp. 189.216.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu
rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara
diharuskan menandatangani SPK paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya
SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan
evaluasi terhadap pienawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam
Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk
teknisnya.

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen

HERIPRASETYO. S.M

Penata Muda (lll/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Tembusan Yth.:

1. Kuasa Pengguna Anggaran PIP Semarang
2. Satuan Pemeriksa Intern (SPl) PIP Semarang
3. Pejabat Pengadaan Belanja RM PIP Semarang



m
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527

(62)024-8311528
FAX .(62)024-8311529
Email : info@pjp-semarang.ac.ld
Home Page: www.pip-semarana.ac.icl

BERTTA ACARA

RAPAT PRA KONTRAK

No : PL. 102 / 69 / 12 /PIP.SMG-2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua (07-04-2022)
berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) dari Pejabat Pengadaaan
No.PL. 102/69/1 l/PIP.SMG-2022 tanggal 07 April 2022 telah diadakan Rapat Pra Kontrak (Pre
Award Meeting) antara PPK, Pejabat Pengadaan Belanja dengan Calon Penyedia Jasa yang
ditetapkan sebagai Pemenang.

Dal am Rapat Pra Kontra tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang dinyatakan
dalam Berita Acara ini antara lain ;

1. Waktu Penerbitan SPPBJ

SPPBJ akan diterbitkan tanggal 7 Apil 2022
2. Draft Surat Perintah Kerja dibuat sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta

Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala
LKPP.

3. Untuk harga satuan pekeijaan yang bersifat timpang (unbalance), harga tersebut berlaku sebatas
volume yang tertera pada dokumen lelang, selebihnya akan dinegosiasi kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PT. KEKANCAN MUKTI Pejabat Pembuat Komitmen RM

PIP SEMARANG

SINDHU ARIBOWO

Hotel Manager
HERIPRASETYO. S M

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa RM
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANT S.ST. MM

Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002
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JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62)024-8311528

tfwi CaMtakiMJ

@1
FAX : (62)024-8311529
Email : info@plp-semarang.ac.ld
Home Page: www.DlD-semarana.acria"

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL )

NOMOR

TANGGAL

PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN

PL. 102 / 69 / 11 / PIP.SMG-2022
07 April 2022
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST
KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H PIP
Semarang T.A. 2022
2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan April Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-04-2022) dengan
mengambil tempat di Unit Fengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang, telah mengadakan
proses pengadaan langsung untuk pekerjaan tersebut di atas.

Pelaksanaan pengadaan langsung ini telah dilaksanakan sesuai Peraturan dan ketentuan yang
berlaku (Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden No. 16 Tahun 2018) dan telah melalui tahapan-tahapan kegiatan.
>  Proses pengadaan barang/jasa menggunakan metode Pengadaan langsung dengan

Pascakualifikasi.

^  Penyedia barang/jasa yang diperkenankan untuk mengikuti pengadaan langsung adalah
penyedia barang/jasa yang mempunyai SIUP asli yang masih berlaku serta syarat-syarat
lainnya.

1.

2.

TAHAP PROSES PENGADAAN LANGSUNG

Perusahaan yang diundang sebanyak 1 (satu) perusahaan dan memasukkan dokumen
sebanyak 1 (satu) Perusahaan.
Pemasukan dan pembukaan penawaran
V Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa pada tanggal

tersebut diatas, setelah dibuka dan diteliti dinyatakan memenuhi syarat sehingga
dapat dilanjutkan evaluasi.

❖ Hasil Pembukaan dokumen penawaran adalah sebagai berikut:
EIPS/OE : Rp 190.080.000,- (Seratus sembilan puluh juta delapan puluh ribu

No

NAMA

PERUSAHAAN/

ALAMAT

NH^AI

PENAWARAN

NILAI

PENAWARAN

TERKOREKSI

KET.

1.

PT. KEKANCAN

MUKTI

Pertokoan Simpang
Lima Blok A/14-15,
Pleburan, Semarang
Selatan

Rp 189.648.000,- Rp 189.648.000,- Lengkap



Unsur- unsur yang dievaluasi
Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negoisasi Nomor; PL. 102/ 68 /8
/PIP.SMG-2022 tanggal 6 April 2022, unsur - unsur yang dievaluasi beserta hasilnya
adalah sebagai berikut:

a. Penelitian dan Penilaian Administrasi: Sesuai

b. Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis : Sesuai

c. Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya : Sesuai

d. Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi ; Sesuai

Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga
Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan terhadap 1 (satu) penawar yang responsif, dengan
basil sebagai berikut:

No
NAMA PERUSAHAAN/

ALAMAT

NILAI

PENAWARAN

TERKOREKSI

NILAI

NEGOSIASI

HASIL

EVALUASI

1.

PT. KEKANCAN MUKTl

JL. LETJEN SUPRAPTO

NO. 1 PURWODINATAN,
SEMARANG

Rp 189.648.000,- Rp. 189.216.000,- LULUS

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) PENGADAAN PAKET
PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATANIIKELAS E,F,G, DAN
H PIP Semarang T.A. 2022 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 7 April 2022

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. MM.

Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002
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BERITA ACARA EVALDASl. KLARIFIKASI DAN NEGOSTASf

NOMOR

TANGGAL

PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN

PL. 102 / 68 / 8 / PIP.SMG-2022
06 April 2022
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST
KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H PIP
SEMARANG T.A. 2022

2022

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan April Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-04-2022), kami
yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekeijaan tersebut
diatas, dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang, telah
mengadakan rapat Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap dokumen
penawaran dari calon Penyedia Barang untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
Hadir dalam rapat

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST,

1. MM
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

PENYEDIA BARANG DAN JASA
NAMA PERUSAHAAN

ALAMAT

NPWP

PT. KEKANCAN MUKTI

Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15,
Pleburan, Semarang Selatan
01.213.792.3-508.000

NO NAMA DOKUMEN
KELENGKAPAN Tdk

ada
KETERANGANAda (+)

Sesuai Tdk Sesuai
1 Surat Penawaran;

- Bertanggal + 04 April 2022
- Masa berlaku surat

penawaran
+

30 Hari Kalender

- Jangka waktu pelaksanaan + 7 Hari Kalender

- Harga Penawaran (dalam
angka dan huruf)

-f-

Rp 189.648.000,-
(Seratus delapan
puluh sembilan juta
enam ratus empat

puluh delapan ribu
rupiah)

- Tanda - Tangan + Hotel Manager
HASIL AKHIR LULUS



Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Administrasi dinyataakan LULUS dengan demikian
dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis.
B. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS

KELENGKAPAN Tdk
KETERANGAN

NO. NAMA DOKUMEN Ada (+) ada

Sesuai Tdk Sesuai

1 Metodologi Pekerjaan +

2 Jadwal Waktu Pelaksanaan +

HASIL AKHIR LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Teknis dinyataakan LULUS dengan demikian dapat
dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya

C. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN BIAYA

NO. NAMA DOKUMEN

KELENGKAPAN

Ada (+)

Tdk

ada
KETERANGAN

Sesuai Tdk Sesuai

1 Daftar Kuantitas dan Harga +

2 Koreksi aritmatik +

HASIL AKHIR LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Biaya dinyataakan LULUS dengan demikian dapat
dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi

D. PENELITIAN DOKUMEN KUALIFIKASI

NO. NAMA DOKUMEN

KELENGKAPAN Tdk

ada
KETERANGAN

Ada (+)

Sesuai Tdk Sesuai

1 Pakta Integritas +

2 Formulir Isian Kualifikasi;

a. Data Administrasi +

b. Landasan Hukum +

c. Pengurus Perusahaan +

d. Ijin Usaha (SlUP) +

e. Ijin Lainnya (TDP) +

f. Data Keuangan +

g. Data Pengalaman
Perusahaan 4 Tahun Terakhir

+

h. Data Pengalaman Pekerjaan
yang sesuai

+



HASIL AKHIR LULUS 1

a.

b.

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Kualifikasi (Keuangan dan Teknis) dinyatakan
LULUS dengan demikian dapat dilanjutkan Klarifikasi dan Negoisasi.

E. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA
1. Administrasi

a. Calon Penyedia Barang dapat menunjukkan semua dokumen "Asli" yang
dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.

2. Teknis

Calon Penyedia Barang sanggup / tidak sanggup melaksanakan / menyerahkan
pekeijaan sesuai Jadwal waktu pelaksanaan / penyerahan yang ditetapkan dalam
dokumen pengadaan.
Calon Penyedia Barang sanggup / tidak sanggup melaksanakan Pekeijaan dengan
spesifikasi teknis sesuai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

3. Harga
Setelah dilaksanakan Klarifikasi, selanjutnya dilakukan negosiasi harga dengan hasil
sebagai berikut:
a. Harga Penawaran Pekeijaan yang tercantum dalam Dokumen Biaya yang diajukan

oleh PT. KEKANCAN MUKTI sebesar Rp 189.648.000,- (Seratus delapan puluh
sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Setelah dilakukan
Negoisasi Harga, Hasil Negosiasi Harga Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia
Barang adalah

PT. KEKANCAN MUKTI

Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang
Selatan

01.213.792.3-508.000

Rp 189.648.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta enam
ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
Rp. 189.216.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta dua
ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian Berita acara Evaluasi Penawaran PENGADAAN PAKET PENGINAPAN
PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H PIP
Semarang T.A. 2022 ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 06 April 2022

Nama Perusahaan

Alamat

NPWP

Harga Penawaran

Harga Negosiasi

Menyetujui:
Penyedia Barang/Jasa

PTjaBKANeANJ^dUKTI
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

PIP Semarang

SINDHU ARIBOWO

Hotel Manager
KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. M

Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002



KQREKSI ARITMATIK

KANTOR/SATKER

ICEGUTAN

PEKERJAAN

TEMPAT

TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

PELATIHAN BmANG LNFRASTRUKTUR

Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan n Kelas E,F,G, dan H Politeknik ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

JL. SINGOSARI2A SEMARANG

2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) -RAB NEGO

NO NAM.4l BARANG

HARGA (Rp) HARGA (Rp) HARGA (Rp)

VOLUME CHECK IN CHECK OUT WAKTU SATUAN JUMLAH SATUAN JUMLAH SATUAN JUMLAH

1 Paket Penginapan 96 pax 11 April 2022 20 April 2022 9 hari Rp 220.000 Rp 190.080.000 Rp 219.500 Rp 189.648.000 Rp 219.000 Rp 189.216.000

JUMLAH Rp 190.080.000 JUMLAH Rp 189.648.000 JUMLAH Rp 189.216.000

TOTAL Rp 190.080.000 TOTAL Rp 189.648.000 TOTAL Rp 189.216.000

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARiVNG

PENAWARAN

ANI. S.ST.KRISTIN ANITA INDRIY

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

MM TERHADAP HPS

PROSENTASE

Rpl89.648.000 PENAWARAN Rpt89.216.000

Rpl89.648.000 KOREKSl Rpl89.216.000

RpO SELISm RpO

-Rf>432.000 TERHADAP HPS ■Rp864.000

-0^3% PROSENTASE -0,45%



EVALUASl HARGA PENAWARAN

KAPJTOR/SATKER

KEGIATAN

PEKERJAAN

TEMPAT

TAHUN ANGGARAN

POLTTEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

PELATIHAN BIDANGINFRASTRUKTUR

Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Keias £>F,G, dan H Politeiailk Binu Pelayaran Semarang Tahun 2022

JL. SEVGOSARI 2A SEMARANG

2022

OWNER ESI IMATE (OE) / HARGA PERKIRVAN SENDIRI (HPS) RAB

NO NAMABARANG
HARGA (Rp) HARGA SAT.

(Rp)

PROSENTASE

(%)
KETERANGAN

TOTAL HARGA

JIIMLAH CHKCKIN CHECK OUT WAKITJ SATUAN JUMLAH (Rp)

1 Paket Penginapan 96 pax 11 April 2022 20 April 2022 9 hari Rp 220.000 Rp 190.080.000 Rp 219.500 99,77<)o Wajar Rp 189.648.000

JUMLAH Rp 190.080.000 JUMLAH Rp 189.648.000

TOTAL Rp 190.080.000 TOTAL Rp 189.648.000

PEJABAT PENGAD.VAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG

?yi>
<-

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN

KOREKSI

SELISIH

TERHADAP HPS

PROSENTASE

Rpl89.648.000

Rpl89.648.000

RpO

-Rp432.000

-0,23%



EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASL TEKNIS DAN BIAYA

KANTOR/SATKER

KEGUTAN

PEKERJAAN

TEMPAT

TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

PELATIHAN BTOANG INFRASTRUKTUR

PENGADAAN PAKET MEETING BIMTEK PELAPORAN AWAL DAN PELAPORAN AKHIR PDDIKTI

JL. SINGOSARI2A SEMARANG

2022

NO. NAMA PERUSAHAAN
SYARAT-SYARAT PENAWARAN

KETERANGAN

2: , , 3 4 SA SB 5C SD 5E 5F SG

1 PT. KEKANCAN MUKTI + + + + + + + + + + + LULUS

KETERANGAN:

1. SURAT PENAWARAN

2. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULLE)

3. SPESIFIKASI TEKNIS

4. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

5. DOKUMEN KUAI,IFIKASI

A. PAKTAINTEGRITAS

B. FORMULIRISIAN KUALIFIKASI

C. FOTOCOPY SIUP

D. FOTOCOPY TOP

E. FOTOCOPY NPWP

F. FOTOCOPY SPT TAHUN TERAKHR, LAPORAN 3 BULAN TERAKHIR PPh DAN PPN

G. FOTOCOPY SPK/KONTRAK

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANL S.St. MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

Keterangi Pembina, IV/a

Ada

Tidak Ada

Ada, Tidak Memenuhi

= LULUS

= TIDAK LULUS

= TIDAK LULUS



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG
@1

JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62)024-8311527
(62)024-8311528

FAX : (62)024-8311529
Email ; info@pip-semarang.ac.id
Home Page: www.plp-semaranQ.ac.ld

BERITA ACAR\ PEMBUKAAN PENAWARAN rBAPP^

NOMOR

TANGGAL

PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN

PL. 102 / 68 / 7 / PIP.SMG-2022

6 April 2022
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST
KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H PIP
SEMARANG T.A. 2022

2022

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan April Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-04-2022) dengan
mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang, telah diadakan rapat
Pembukaan Penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri :
1. Pejabat pengadaan barang/jasa PIP Semarang
2. Penyedia Barang Barang dan Jasa : PT. KEKANCAN MUKTI

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut:
Bahwa Perusahaan PT. KEKANCAN MUKTI telah memasukkan penawaran untuk pekeijaan
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA
ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H PIP SEMARANG T.A. 2022. Nilai penawaran yang
diajukan adalah sebesar Rp 189.648.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus
empat puluh delapan ribu rupiah). Harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan pajak yang
berlaku. Jangka waktu penawaran adalah 30 ( tiga puluh) hari kalender, Jangka waktu
pelaksanaan 15 (lima belas) hari kalender.

Demikian Berita Acara PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST
KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H PIP SEMARANG T.A. 2022 ini
dibuat dalam rangkap secukupnya dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1. KEISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM 1.

Penyedia Barang/Jasa

2. PT. KEKANCAN MUKTI

Semarang, 06 April 2022

TANDA - TANGAN

2. i IXftr.

45



—l$k

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM V^AN

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG -ss.—.
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP. (62)024-8311527
(62)024-8311528

FAX : (62)024-8311529
Email ; info@pip-semarang.ac.id
Home Page: www.plD-semaranq.ac.icl

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR

TANGGAL

PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN

Nilai HPS/OE

PL.102 / 68 / 7 / PIP.SMG-2022

06 April 2022
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST

KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H PIP

SEMARANG T.A. 2022

2022

Rp 190.080.000," (Seratus sembilan puluh juta delapan puluh ribu
rupiah)

NO.
NAMA

PERUSAHAAN

DOKUMEN

HARGA

PENAWARAN

JANGKA WAKTU

1 2 3 4 5
SURAT

PENAWARAN

PELAK

SANAAN

1.

PT.

KEKANCAN

MUKTI

+ + + + + Rp 189.648.000,"
30Hari

Kalender

IS Hari

Kalender

+ : ada

-  : tidak ada

KETERANGAN

1. Surat Penawaran

2. Dokumen Penawaran Teknis

- Metodologi Pekerjaan
- Jangka waktu/Jadwal Waktu Pelaksanaan
- Data Personil

3. Dokumen Penawaran Harga
- Daftar Kuantitas dan Harga

4. Pakta Integritas
5. Formulir Isian kualifikasi

Semarang, 23 Maret 2022
Penyedia Barang/J asa Pej abat Pengadaan Barang / Jasa

PT. KEKANGAHMUKTI PIP Semarang

SINDHU ARIBOWO

Hotel Manager
KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. M

Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

@1
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP. (62)024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62)024-8311529
Email : Infc^pip-semarang.ac.ld
Home Page : www.plp-semarang .ac. Id

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN FENAWARAN

H ar i

Tanggal
Pimpinan rapat
Acara

Rabu

6 April 2022
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL

NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H PIP SEMARANG T.A
2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

NO NAMA TANDA TANGAN

1.
KRISTIN ANITA INDRIYANI,

S.ST, M.M
1

Penyedia Barang/Jasa

No Nama Perusahaan TANDA TANGAN

1. SINDHU ARIBOWO
FT. KEKANCAN

MUKTI



DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA

DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATANII

KELAS E,F,G, DAN H

PENYEDIA JASA

PT. KEKANCAN MUKTI
Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang

Selatan



HOTEL

•  Semarang, 4 April 2022
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth.;
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa PIP Semarang
di

Jl. Singosari 2A Semarang

Perihal Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga
Angkatan U Kelas E,F,G, dan H

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung nomor: PL. 102 / 65 / 12 / PIP.SMG-2022
tanggal 1 April 2022 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan
Langsung, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekeijaan Paket Pekerjaan
Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas E,F,G,
dan H sebesar Rp 189.648.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh
delapan ribu rupiah).
Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam
Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.
Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekeijaan
selama 15 (lima belas) hari kalender.
Penawaran ini berlaku selama jO (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Penawaran ini.
Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan;

1. Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;
2. Dokumen Isian Kualifikasi;

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen
asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan
tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

PT. KEKANCAN MUKTI

SINDHrTARTROWn
Hotel Manager

Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan - 50241, Jawa Tengah - Indonesia
P : 024 76440088 E: info@radia-smg.com

W: www.radia-smg.com



HOTEL

/n

SPESIFIKASITEKNIS

Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan 11 Kelas E F G dan
H

NO URAIAN CHECK IN CHECKOUT
JML

HARI
JUMLAH

1 Paket Penginapan 11/04/2022 20/04/2022 9 96 pax

Semarang, 4 April 2022

PT. KEKANCAN MUKTI

TO

WO

Hotel Manager

Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan - 50241, Jawa Tengah - Indonesia
P: 024 76440088 E: info@radia-smg.conn

W: www.radia-smg.com



HOTEL

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

Pengadaan Paket Penginapan DPM AFF Kapal Niaga Angkatan 8 Kelompok B
pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Tahun 2022

No Uralan Hari
Ming]gu ke-

1 2 3 4

Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM
BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas E,F,G, dan
H

15 X X X X

A Kontrak Efektif 1 X

B Tahap Perencanaan 2 X

C Tahap Pekerjaan 10 X X X

D Serah Terima 1 X

E Selesai 1 X

Semarang, 4 April 2022

PT. KEKANCAN MUKTI

h

^OTEL

SINDHU ARIBOWO

Hotel Manager

Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan - 50241, Jawa Tengah - Indonesia
P : 024 76440088 E; info@radia-smg.com

W: www.radia-smg.com



r^cUo

RENCANA ANGGARAN BIAYA

SATUAN KERJA

PEKERJAAN

LOKASI

TH. ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
Pengadaan Paket Penginapan DPM AFF Kapal Niaga Angkatan 8
Kelompok B pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Jl. Singosari No. 2A Semarang
2022

NO URAIAN
JML

HARI
JUMLAH

PENAWARAN

HARGA

SATUAN
JUMLAH

1 Paket Penginapan 9 96 pax Rp 219.500 Rp 189.648.000

total Rp 189.648.000

Semarang, 4 April 2022

PT. KEKANCAN MUKTI

HO

a

SINDHUARTBOWO

Hotel Manager

Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan - 50241, Jawa Tengah - Indonesia
P : 024 76440088 E: info@radia-smg.com

W: www.radia-smg.com



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BAOAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG
y^KAN

^  JALAN SINGOSARI 2A TELP. (62) 024-8311527 FAX : (62)024-8311529
SEMARANG (62)024-8311528 Email : info@plp-semarang.ac.id

KODE PCS 50242 Home Paqe: wvw.pip-semarana.ac.id

DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

KANTOR/SATUAN KERJA

KEGIATAN

PEKERJAAN

LOKASI

HARETANGGAL

: POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

: PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR

: PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST

KAPAL NIAGA ANGKATAN IIKELAS E,F,G, DAN H

: JL. SINGOSARI2A SEMARANG

: SENIN, 4 APRIL 2022

NO PERUSAHAAN/ALAMAT
NAMA&

JABATAN
JAM

TANDA

TANGAN

1. PT. KEKANCAN MUKTI

JL. LETJEN SUPRAPTO NO. 1

PURWODINATAN, SEMARANG

SINDHU ARIBOWO

Hotel Manager

11.00

^HOTEl

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG

\

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. MM

Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002



DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI

IJNTUK

KEGIATAN

PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA
DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN11

KELAS E,F,G, DAN H

PENYEDIA JASA

FT. KEKANCAN MUKTI
Pertokoan Simpang Lima Biok A/14-15, Pleburan, Semarang

Selatan



HOTEL

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

No. Identitas

Jabatan

Bertindak dan atas nama

SINDHU ARIBOWO

3374102512710001
Hotel Manager
PT. KEKANCAN MUKTI

Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan, Semarang

Dalam rangka Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas
E,F,G, dan H dengan ini menyatakan bahwa:

tidak akan melakukan praktek Korupsk Kolusi dan Nepotisme ( KKN);

akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi
KKN dalam proses pengadaan ini;

akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk
memberikan basil kerja terbaik sesuai ketentuan perundang-undangan;

apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia
menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat
secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semarang, 4 April 2022

PT. KEKANCANJ^UKTI

OTEl

SINDHU ARlROWn

Hotel Manager

Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan - 50241, Jawa Tengah - Indonesia
P: 024 76440088 E: info@radia-smg.com

W: www.radia-smg.com



HOTEL

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Jabatan
Bertindak dan atas nama

Alamat

Telepon
E-mail

SINDHUARIBOWO

Hotel Manager
PT. KEKANCAN MUKTl

Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan, Semarang
024-76440088

info@radja-smg.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akta
Notaris Nomor : 59 Tanggal 18 Desember 2017 dihadapan Notaris Raj. SA. Rini Andrijani,
SH. di Semarang;

saya bukan sebagai pegawai K/L/D/1;

saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak
yangterkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit atau kegitan usahanya tidak sedang dihentikan;

salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam
Daftar Hitam;

data-data saya / badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan - 50241, Jawa Tengah - Indonesia
P: 024 76440088 E: info@rad ia-smg.com

W: www.radia-smg.com



HOTEL

A. Data Administrasi

1. Umum

1. Nama Perusahaan

No. Telp.

No. Fax.

E - Mail

4. Alamat Kantor Pusat

No. Telepon

No. Fax

PT. KEKANCAN MUKTl

2. Status Perusahaan ' Pusat ✓ Cabang

3. Alamat Perusahaan : Jl. Singosari Raya No. 4 Semarang

024-76440088

lnfo@radja-smg.com

Pertokoan Simpang Lima Blok A 14 - 15

Semarang

024-8314178

024-8314160

Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan - 50241, Jawa Tengah - Indonesia
P: 024 76440088 E: lnfo@radla-smg.com

W: www.radia-smg.com



HOTEL

B. IjinUsaha

No.SIUP ;  5517/2691/ 11.01/PK/V/2016

Masa berlaku izin usaha :  31Mei2021

Instansi pemberi ijin usaha :  Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Pemerintah Kota Semarang

C. Ijin Lainnya

No. TOP :  11.01.1.46.00317

Masa berlaku izin usaha :  02juni2021

Instansi pemheri ijin usaha :  Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Pemerintah Kota Semarang

D, Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian CV

a. NomorAkta :  59

b. Tanggal :  18 Desember 2017

c. Nama Notaris :  Raj. SA. Rini Andrijani, SH

2. Akta Perubahan Terakhir

Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan - 50241, Jawa Tengah - Indonesia
P : 024 76440088 E: lnfo@radia-smg.com

W: www.radia-smg.com



j  f - HOTEL

a. NomorAkta

b. Tanggal

c. Nama Notaris

D. Pengurus

Komisaris untuk Comanditer Venescop (CV )

No NAMA NOMOR KTP JABATAN

1

2

Direksi / Pengurus Badan Usaha

No NAMA NOMOR KTP JABATAN

1.

Jl. Singosari Raya No. Pleburan - 50241, Jawa Tengah - Indonesia
P: 024 76440088 E: info@radia-smg.com

W: www.radia-smg.com



HOTEL

E. Data Keuangan

Susunan Kepemilikan Saham

NO NAMA NO. KTP ALAMAT %

1.

F. Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.213.792.3-508,000

2. Bukti Pelunasan Pajak
Tahun Terakhir nomor /
tanggal

35923206413191037050/ 27 Feb 2019

Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan - 50241, Jawa Tengah - Indonesia
P: 024 76440088 E: lnfo@radia-5mg.com

W: www.radia-smg.com



HOTEL

G. Surat Keterangan / Referensi Bank

Surat Keterangan / Referensi dari Bank:

Nomor ; R07.Br.SCB/426/2019

Tanggal

Nama Bank

No. Rekening

29 Maret 2019

Mandiri Cabang Semarang Candi Baru

136-00-17483121

Demlkian pernyataan Ini kaml buat dengan sebenarnya dan penuh rasa
^^nggungjawab. Jika dikemudian bar!, ditemui bahwa data / dokumen yang kaml
sampalkan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dlkenakan sanksi
admlnlstrasi, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata,
dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Semarang, 4 April 2022

PT. KEKANCAN MUKTI

%
%

B3BAJX415 3111

SINDHUARIROWn

Hotel Manager

Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan - 50241, Jawa Tengah - Indonesia
P: 024 76440088 E: info(S> radia-smg.com

W: www.radia-smg.com



ue

S-marang, 22 Januari 2021

No.

Ferihal

I amp

. OOfj/HRRA/SKA/1/2021
: Surat Kuasa

; 1 k'fnbar

Dengan hormat,

Yang bortanda tangan dibawah mi:

Kama

No KTP/SIM
Ala mat

Pekerjaan

Kris Ismono

:1W102512710001

Perum Alamanda Residence No. 72 Manj^unharjo, Tembaiang
Dircktur FT Kekancan Mukli

Untuk selanjutnya discbut sebagaJ Pembcri Kuasa

Nama

No. KTP/SIM
.Alamat

Pokenaan

Sindhu .ArilK)»vv»
337205U01910004

Jl. Pajajaran Timur 11/ 19 A RT 005/ RVV 011 Sumber, Ban)arsan
Hotel Manager Radja Hotel Semarang

Untuk selanjutnya disebut sebagai Fenerima Kuasa

KUASA KHUSUS—

unhJ. =U. p.mb.n BU» ̂ •'«» "'""I"-
.las Holrf mamba" •""» m.nmJ^Mnganl ,u, Ma

panan,™ v«.g y»g baH.."."
Mak Ungaaag J» 7°'""

vaag m.rgadak» kc.gfa.an auap.a ^

Mdakukan pdugiban P^bay-^ 4«. ~"-b.„k,.„ W,u™pv.. p.»aa„a.»«.~ u,a™>
pemasukan Hotel Radja.

t.i No.a,

jIII »

& ̂2 ?s /6sa OGfiS
I psi^ansieismgtacsoooiicor!'

%

d



m

Pencrima kuasa dapat melakukan tindakan-tindakan lainnya yanj; penting dan tnelakukan hal-
hal van;; sela\'akn\a dilakukan oli-h stnirang pfnenma kuasa srsuai dengan perahiran

pi'rundang-undangan yang bcrlaku.

Sural kuasa ini diberikan dengan hak subshtusi baik st'bagian maupun seluruhnya

Penerimi

loTll

Sindhu Aribowo

Hotel Manager Radja Hotel

asa Peraberi Kuasa

rtRAi ,ii

00
uiur^

Kris Ismono

Direktur PT. Kekancan Mukti

Q i %!:igosxi Ra^a ''40.4,
till "ftmo&'i - S«mararc(

a >62 24 7644 D06«
f r»4jali!>lel S!Ti8teteo'>-a5m.' A



mandin
Semarang, 22 Februari 2022

Kepada

Pimpinan

Politeknik llmu Pelayaran
Semarang

PT Sank Mandlri {^rs«ro) TWi.
Cafoan^ Samaran^ Candi Saru
Ji l*lj*nd S i'j'rnAn No $5 ̂

(Kompiek Peitokojin SuU«'*

Semarang S0232 Ir^onasia
Tdp. (024) 8312141.8506165,8442550
Fact. (024) 650S501

SURAT KETERANGAN / REFERENSI

No: R07.er.SCB/i72/2022

1. Atas Permintaan

2. Untuk

3. Dengan ini

: Kris Ismono

Setaku Direktur PT Kekancan Mukti

.'kelengkapan administrasi daiam pengajuan pencairan dana untuk

pembayaran kegiatan yang dilakukan oleh Politeknik llmu Pelayaran (PIP)
Semarang

: Maria Ratna Indriasari

Branch Manager

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Cabang Semarang Candl Baru

Menerangkan dengan sesungguhnya:

Nama ; PT Kekancan Mukti - Hotel Radja

Alamat : JI Singosari Raya No 4 Wonodri, Semarang

Adalah nasabah kami sejak tanggal 9 November 2018
Dengan nomor rekening 136-00-66633360

Surat keterangan ini diberikan tanpa tanggung jawab yang mengikat dipihak kami dan hanya
dipergunakan khusus untuk keperiuan kelengkapan dokumen administrasi.

r
HormatkamI, ̂

Maria Ratna Indriasari



Gmail PT.KEKANCANMUKri<kekancan.tax@gmail.com>

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

~  Pn.Dec20.2019at11:02AM

Penyampaian SPT Elektronik
♦ Dinektorat Jenderal Pajak

Berikut in! adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama: KEKANCAN mUktI
NPWP; 012137923508000

Tahun Pajak: 2019 ;
Masa Pajak: 11/11}

Jenis SPT: SPT PPN dan PBnBM 1111
Pembetulan ke: Oi

Status SPT; Kurang Bayer
Nominal: 77519400

Tanggai Penyampaian: 20/12/2019
Nomor Tanda Terima Elektronik: 20923216465191020631
Terima kasih telah menyampaikan l^poran SPT Anda.

[Quoted text hidden]
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KEMENTEKAN KEUANCAN At
DBBnOtMT JBtoauu. IVUW

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan NIfai
(SPTMASAPPN)

B»nlia.tertebftdahuluBuhiP«rtun|ii>f»«nghbn8PTMa».PPN.B«<1t*>«l«X d«]»mn y^p

FORMUUR 1111
JMirtUfnbvSFK i—

nmmjkp : PT KEKANCAN MUlCn

ALAMW

ww; 012137923 - 508

PERTOKOAN SIMPANG LIMA BLOK A/14-15. SBDARANG
000

TELEPON • " HP !-
KUU; PantaUuKKO ( nol

™>»u: — M

) Q Wajib PPnBM
1. PENYERAHAN BARANG DAN JASA
ATenitangPPN; DPP PPN

c

s
1. Bopor E^Rp- I 0,00

<B

t 2. Petqrerahan yang PPf4nya hanis dipungul sendH nr^Ro. • E40t.B98.000,00 p„ 540.189.800,00
CO

%
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut deh Pemungut PPN fa^Ru. • 0.00 0,00

•o

g
a
s

4. Penyerdiati yang PPNniya tidak dipungut fa^Rp. 1 0.00 ^ 0,00

A Penyerahan yang dbabaskandari pcngenaan PPN fd^Rp,. • 0.00 ^ 0,00

Jumlafi (IA1 ♦ IA2 ♦ IA3 •* 1A4 ■► 1A5) i

Rp. ' 5.401.898.000,00 54ai89.600,00

o.
CO

.o 6

ifH"T

St

il
•a E

1 g

1=3
-» 9
«g.
S c

Pil
9 3
SiS
CO S
a> "t3

gg"

J E
§'®If
^1
<o o

s|
a-S

litr "
■Si^ I
c= B
al

" c ■S
S«|
• "S'o

t 1^

C. Jundah Setuoih Psnyershan flA* I.B)
Rp_, 0,00

5.401.898X00,00

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAfULEBlH BAYAR
A Pajak Ketuaran yang haius d?Kjng«t sewfiri (Jwriali PPN pada IA2)
B.PPNd!se(or(ilmuka dalamMasaPe^yangsama
aPEiakMasulanyangdapaldlpeihaungkan ..
D.PPNhjrangataupeMi)bayar(ILA-!LB-ILC) *.
E. PPN kurang aiau (leUi) bayar pada SPT yang (fi>e&in(an
F. PPNhi«ngalau(lefaBi)bayarkarefapenteluIan(Il.D-II.E)
aPPNIttirangteyardJuiBsltanggal _28/01/20 0X0 ((»mm-yyyy)
H. PPN bayar pada:

l.l| |BufrllD(D2sldatenihalSPTbukanPenibelulanl 1.2) | Btifir PX atau
..

©''P'-
, Rp--

[Drp-_
Rp-_

Rp,^

RI>._

540.189.800.00

0,00

0,00

540.189.800,00

0,00

0,00

NTPN: F17C74E0UFDKM8M.I

Oteii

dkiwlauntuk

: 2.1 rn PKP Pasd 9 ayat (4b) PPN
; >-9>:3.l LJ DikonipeiBasltankBMasaPs^BkbMto^^^

32 I I Dikemhalltan/RoctSitcn32 DikeffiiaBan (ResKusI)

atau

atau

Khusus ReslusI untuk PKP:

I  I BrtfrB/ (DSsidalamhalSPTPentetutan)
22 []] 5d^PKPPasal9ayaf{4b)PPN

□ DitampansasSeai k« Mesa Pafak
(ramwy)

I  Pasal17CKUP dHalaikandengan; PnsedurBlasa alau
a1au| PasdlTDKUP dlakidiandengan: ProseAirBlasa aiau
alau I [Pasal 9ayat(4c}PPN(Bal(uli8ndenganPengemballanPendediuiuan

in. PPN THRUTANG ATAS KEGtATAN MEM8ANGUN SENDIRI

Pendahuban

A Jumtah Oasar Pengenaan Pajak
8. PPNTenilang

C.DtunaslTaflggaI

Rp-.

Rp..

0,00

0,00

(dd^rtn^YYV) NTPN:_
PEMBAYARAN KEMBALI pajak MASUKAN BA6I PKP GAGAL. BERPROOUKSI

APPNyangw^dibayarlGafldall: Rp._ 0,00
B.DiunaslTanggal : CkNanvyyyy) NIPN;

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEVUAH

A PPtflM yaig han« (fipun^ sendW
B.PPn8Mdisa<ordimula dalam MasaP^yangsKia
a PPnSM kwang atau (tebBi) bayar (VA- V.B)

D. PPnBM kurang alau (leHh) bayar pada SPTyang dibetulkan
E PPnBM kurang atau (l«b(b) bayv kaiana pernbebJlan (V.C - V.D)
F. PPnBM kurs^ bayar dftmasilanggai

Q) RP-
Rp._

Rp-_

Rp._

Rp-_

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

(AFwrvyyyy) NTPN;
VI. KELENGKAPAN SPT

[^FonwfifllllAB 0Fotinoilr1111A2 0Foiniu&11tl82 j^SSPPPNll lemtsar Q SuialKuasaKhisos
FenruSf till A1 [xjFomiuarllll 81 Fomulir 1111 83 | |sSPPPn8M_0 | j

.lembar



Gmail - [^Filing]'BukQ Penenmaah Elektronik

Gmail PT. KEKANCAN MUKTi <kekancan.tax^ma{l.cam>

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik
1 message

V

ef!ling@pqak.go.id <efiling@pajak.go.id>
To; kekancan.tax@gmaU.com

Penyampaian SPT Elektronik
❖ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut In! adalah Bukti Penerimaan Bektronik Anda
I

Nama: KEKANCAN MUKH

NPWP: 012137923508000 ^
Tahun Pajak: 2019 |
Masa Pajak: 12/12 J

Jenis SPT: SPT PPN dan PPnBM 1111
Pemt>etulan ke: 0

Status SPT: Kurang Bayar
Nominal; 540189800

Tanggal Penyampaian: 28/01/2020
Nomor Tanda Terima Bektronik: 00923106473201028541
Terima kasih telah menyampaikan LaporajiiSPT Anda.

Tue. Jan 28,2020 at 12:00 PM

PENTING

Informasi yang di^mpaikan melalui e^nail Ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana
dimaksud pada tujuan e-mail Ini saja. E-mail inl dapat berlsi Informasi atau hal-hal yang secara hukum
bersifat rahasia. Segala bentuk kajian. penyampaian kembali, penyebarluasan. penyediaan untuk dapat
diakses. dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun
badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dllarang dan dapat diancam sanksi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jlka karena suatu kesalahan anda menerima infoimasi ini harap
menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-maii ini beserta
setiap saiinan dan seiuruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Emaii Signature untuk setiap email yang
dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E /\ngka 4



r Vj .

KEMENTERIAN KEUAN6AN Rl
pptaooROT JsmatAL pajak

Surat Pembeiitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPTMASAPPN)

Bac«toMa«l«titntehuluBulaiP«fain)ukP«nglslaii3PTMa»«PPN.B<im«n<aX d1«.n| | yangsaiuel

FORMUUR 1111

NMA PKP : PT KEKANCAN MUICTI

JiMallUabKSn
(ItonasUkUniVnn]
^MsWiPtbjn

Nm>: 012137823 - 508 000

AtAMAT ; PERTOKOAN SIMPANG lima BLOK A/14-t5. SEMARANG
MA3AJ 01 *^01 -2020

TEtEPON
,(wnHHiivyyy)rt

Thn BiAu- 01 8.d 12

KLU: PambetufanKaiO ( no! _) d] Wajttt PPnBM

§■
S

CO
ro
c

§L
S
a
S

iS
z

(. PENYERAHAN BARANG DAN JASA
A. TenAsng PPN:

I.Bspor

DPP PPN

Ei>Rp.. 0,00

2. Penyscahan yang PPN-nya haras dipungul sandM rr>Rt). 886.595.000,00 Rp. 88.653.500,00

3. Penyutahan yang PPMnnya c^wngut oleh Pemungul PPN f^Rp. 0,00 Rp. 0,00

4. Penyenian yang PPNHfiya ddak dipungu* IT^Rp. [ 0,00
Rp. 0,00

5. PMyetahan yang dbebeakan dad pengeiaan PPN F>«P „ . 0,00 Rp. 0,00
Juinlah(LA1 'MA2 + IA3«^IA.4'»IA5) Rp. 886.535.000,00 Ra 88.659.500,00

B.TriakTeiu!angPPN Rp. 0,00

C. Junbh Sekauh Penyetahan (lA-i- I.B) Ra 866.595.000,00

O'c
81

«?? ^r— (s

«o £

11
if

«l
2 i
|£
|a|i
as

1"°JQ O

Si

If
(D ?

sl

3 C

II

ifh|
-s.

2.C
» g

(O «

"3

(ckMnn-yyyy)

II. PENGHITUNGAN PPN KURAN6 BAYAROSBIH BAYAR
A Pajak Kduaran yang haius apungot seadol (Jumbh PPN pads 1A.2)
B. PPN diseiar dbnuka datam Masa Pajak yang sama
C. Pajak Masukan yang dapat dipaiNtun^ian

D. PPN kurang alau (lebai) bayai (ILA-IB - ILC)
E PPN kurang alau (tebSi) bayaf pada SPT yang cOelulkan

R PPN kurang atau (lebih) bayar k^ena pendratulan (II.D - ILE)
G PPN kurang tiayar dilunasi laiggal _07/02/20 0:00
H. PPN ldi}i bayar pada:

1.1| jBrittrUDpgsldalamhalSPTtiukanPembelulan) 12} [Bulirnn atau
Oleh :i1 riPKPPas3l9ayat(4b)PPN S'. etau

* * X.-
(flmkitauntuk :3.t MccmpensasicankoMasaP^btfftutnya''''''' siau

32 1^ DB(anI)aIltan(Res8tusD
Khusus RaslBusI untuk PKP:

i  Pasal17CKl)P iBakukantfengan: | Prosedur Blasa atau
alau I PasailTDKUP (Bdcukandengan; ^^PiDSOdurBiasa atau
alau I j Pasal 9ayat(4e)PPN(QakukandensanPengend)allanPenddHftian

IIL PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
A Amdah Dasar Pengenaan Pajak
B.PPNTarutang

C-MunasITanggal

NTW

|~~1 B

RP^.

RP-.

0,00

0,00

(dihnn.niyy) MTPM

ID«P--

[D«p._

Rp._

Rl"--

88.659.500,00

0,00

0,00

88.859.500,00

0,00

0,00

l: BDFB03IBHJB31 OOP

u&IIE {DBsldalamhalSPTPerrtJelidan}
22 Sela!nPKPPasal9ayal{'tt))PPN

□ DacompensasdtankaMssaP^
(noHOfJrt

PengemtraGan Pendabuluan

IV. PEMBAYARAN KEMBAU PAJAK MASUKAN BAG! PKP GAGAL BERPRODUKSl
APPNyangwa^idarayarkemb^; Rp. 0,Q0
B^WunadTsnggaS : [Hmti-tfffi NTPN:

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEUKAH

A PPnBM yang hams dipungul sendirf
B. PPnBM disalor dimuka dalam Masa Pajak yang sama
a PPnBM kurang atau (lebBi) bayar (VA- V.B]
D. PPnBM kurang atau (tetsh) bayar pada SPT yang dibatulkan
E PPnBM kurang alau (tebdi) bayar kaiena penbetulsn (V.C ■ V.D)

F. PPnBM kurartg bayar dDunasI tar^gd

n) Rp--
Rp-_

Rp-_

Rp-_

Rp-_

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(ddrrmyyn) ntpn:

VI. KELENGKAPAN SPT

[x]Foni*iErl111AB Fcuwulir 1111A2 Fotmulir 1111B2 {^SS'PPN? tembar Q SuratKuasaKhusus
[7]Fonnu&1111A1 0Foctnuar1111 B1 QFocmulirllll B3 (~]SSP PPnBM_g lembar Q

.tombar



Gmail - te-FiltagI HeltoBik h»ps://m»iL8ooghxomAnaiI«)7ik=abl)5e27bl

t

Gmail PT.KEKANCANMUKTI<kekancan.tax@gmail.coin>

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik
1 message

V«=d.Feb26,2020a.9:S3AM

Penyampaian SPT Elektronik
^ Oirektorat Jenderal Pajak

Berikut In! adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda
j

Nama: KEKANCAN MUKTI
NPWP: 012137923508000 ;

Tahun Pajak: 2020 }
Masa Pajak; 01/01 j

Jenis SPT; SPT PPN dan PPnBM 1111
Pembetulan ke: 0

Status SPT: Kurang Bayar
Nominal: 88659500

Tanggal Penyampaian: 26/02/2020
Nomor Tanda Terima Elektronik: 35923206498201026610

Tertma kasih telah menyampaikan Laporaij SPT Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bag! pihak penerima sebagaimana
dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum
bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kemball, penyebarluasan, penyedlaan untuk dapat
diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun
badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e^nail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi
sesuai dengan ketentuan yang t}er)aku. Jika karena suatu Kssalahan anda menerima informasi ini harap
menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Oirektorat KITSDA dan segera menghapus e-mail Ini beserta
setiap salinan dan seluruh lampirannya.

^tiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang
dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4
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KEMENTERIAN KEUANOAN H
PtaarrowAT jaioHiAL pajmc

NAMAfw : PT KEKANCAN MUKTI

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPTMASAPPN)

tertelifc dOuilu Buku Petm^ik PtoflfeHan 3PT Mtsa PPN. B«fl toda X dalam | | yangsawiU
FORMUUR 1111

ARtthUtMwSPr I
(AmwALn^nn)

NPWps 012137923 - 508 000
: PERTQKOAN SIMPANG LIMA BLOK A714-15, SEMARANQ

telepon

masa: 11 Kill -2019

HP
„(iTnrw«r»*JOfyy)

DwiMu! ^2

I
I
to

M)

e

■S
OS

CO

I

II
l|>2 I

iio *

re S
CO »

ID•sl

15 "5
St

iS g

o «
■g-o
j5 c»

J ■i-8
tn
ro «3

^ S
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O E
z|

&
a •®
S-K

Sl
c .—B go ^
JS o>

.. i.i
III
w 2 "O

lli

KLU: P«mbQtiiviKa;0

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA
A Tenjtang PPN:

( no! □ W^lb PPnBM
DPP PPN

Ei)"p--4-
2PelVefahanyangPPf4^«yahams<fip^mglrts«^ldM [T)ft», '
S.PenjfwalianyangPPN-nyadlpungulolehPenwngulPPN fj^Rp.
4,Peny«rah»nyangPPM-ny3lkW«<Jlpungut f3)Rp. [

0,00

0.00

S. Penyerahan yang dbebaskan dait pengenaan PPN

Juniati (IA1 ♦ IA2 ♦ IA3 <■ IA4 ♦ IAS)
B. TidATerutang PPN

a Jwj^ Seluiuh Penyoahan (LAi-I.B)

775.194.000.00

Rp-_

77,519.400.00

0,00

0.00 0,00

0.00 0.00

RP^.

RP-_

775.194.000.00 ^ 77.519.400.00

0.00

775.194.000,00

II>RP._
RP--

[1}rp-_
Rp-_

RPv.

Rp-_

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
A Pajak Keluaran yang han» i^ngirt seiKfirt {Anrlah PPN pada tA^
B.PPNdiselordknulia dalam Maa Pajak yangsama

a Paj^ Masukan yang dapai (fipeiNtungkan

D. PPN kurang aiau (eM)] bayar (HA - RJ3 • U.C)
E. PPN kurang alau (lefaSi) bayar pada yang ifibetulkaa
F. PPNkurangalaupeb9i)bayarlea»w»apefflb^an(IID-IIJE)
GPPNkurangbayardSunadlans^ 08112/19 0:00
H. PPN tabS) bafyarpada:

1.11 I Bullr II.D psi dNam hal SPT bidcan Perobetulan) 12QButirll.D atau
Oleh . :2.1 I j PKPPasal9ayat(4b)PPN atau

:3.t I 1 Dikompensa^ke Maaa Pajakbeaiulnya '' alau
32 Q Dft«nibal8can(Ra6fi!U8i) ' -

IOmsus Resiaud untuk PKP;

[]]]pasal 17CKUP (Saknkandengw: | ] Prosedut Biasa Nau PengembaBan l^odahuluaa
[pasal 17DKUP diWcokandengsi: | [ Prosedur Btesa atau Pengarbdian Pendahuhwi

(iM«Hn-yyyy) NTPN: 8D0S70T2S162B22J

diminia untuk

Q BufirBJ (DUsldalanhalSPTPefltfie

atau

77.519.400.00

0.00

0.00

77.519.400.00

0.00

0.00

tulan)
22 Q SetahPKPPasalSayatl-lbjPPN

I  I Kkompensasikanka Masa Pajak _
ii™-*wnd

atau Pasal 9 ayal (4c) PPN dilakukan dengan Pengmrbaltan PendMuan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
A.kRidah03sarPengeiiaan P^ak

B. PPN Teiuiang

C.IAinasiTanggal

RP-.

Rp..

0,00

0,00

(d4^nn.yyyy) NTPN:

IV. PEMBAYARAN KEMBAU PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
APPNyangw^dibayarkeirbali: Rp. 0.00
B.M«naslTaiiggal | NTTO:

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A PPnBM yang haws d^pungut sendid

B. PPnBM disetor donuka d^am Masa Pajak yang sama
C. PPnBM kuiang atau (teblh) bayar (VA-VB)
D. PPnBM kurang alau (tebiti) faayai pada SPT yang dSieluIkan
E. PPnBM kurang atau (lebBi) bayar kaiena pembelulan (V.C - V.O)

F. PPnBM kurang bayar dllunasi tet^gal

U) Rp _
Rp-_

Rp_

Rp--.

Rp-_

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(drUmvyyyy) NTPN:

VI. KELENGKAPAN SPT

j^FownutirllllAB Formulir 1111A2 FonrwSrIIII 82 [^SSPPPN? lentbar | | SuratKuasaKhusus
[^ FonnuailllAI Q Fomulir 1111 B1 fxl Formunr 1111 B3 j |SSP PPnBM J lambar | |

.lewbar
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Produk dan Jasa BankMandiri
mandiri tabungan rupiah dan vatasmand/n taburigan rencana mpiah dan valas
mandin tabungan bisnis rupiah dan valas

, mandiri tabiingan haji - -
mandjn tabungan karyawan&pelajar'-, -
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■  labungariKu . . ' ■
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fflandiri internet
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. directdebit
safe deposit box ' ■
mandifi deposito nM4,^, . , V

KCP Semarang Candi Baru 13603
Tfil Cetak 12/11/2018 1360336

mandiri

PT. BANyiAlMlfCCTD) Tbk.(Tl^RANGpANOiBARU
aijda Tangan PgJi^t^Sank

-f^tyo AH
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.  .Wiring & RIGS ; '
pembayaran gaji karyawan ^
pernbayaran pajak
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.  4 '^edit modal kerja
,: : kredit dengan jamlnan tuna} :

\  kredit pemilikan rumafi
: " . kredit pemilikan kendaraan '
■fV: , kmdit rnufti gunarr > jaminanbank . . - , ,
,  - referensi bank . '

v !v\, i^y^nanekspof imnor
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pemerintahkotasemarang *
kecamatan semarang selatan

KELURAHAN PLEBURAN
Jl. Kertanegara Selatan No. 11 « (024) 8317012 Semarang

SUBAXKmRANGAN DOMISILI iisaha
Nomor: 500/302 An /;i.o | §

Kecamatan Semarang Selatan Kota Semars ng.

'r'-u'-T-im

■ ■ ■

Adalah benar bahiva : PT. KEKANCAN MUKTI berdomisili di Pertokoan Simpang Lima Blok A
14-15 Keiurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan. Kota
Semarang

^ton surat teterangan domisill uaaha i..i dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
'A'

i  ̂

Tanda tangan
penanggungjawab

RUMIYATI

^VN

Q.

tP

4f
R •n««wr

3inj;iAT«:'^>y.'-4!r

JMAM GriOZALI. SE

N^P?,...lja6.a;1.a.1.JJ..19.93.68 1 006

Semarang, 02-07-2018
Mengetahui,

,  . - "An-Lurah Plebura;;
iKasi Trantib

m Q

CAHYAflLBOEMERlAN ] n,
,NIPH^$5i:2^il98903 lOW

SE
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> I'ERUSAHAANPERSEROAN TERBAl as (FT)

ir .

-"~-SS~~=;
NOMOR "TOP

11.01.1.46.00317 BBy.AKU S/D TANCGAL

02 JUNI2021
PENDAFTARAN ,* UUNG

PEMBAHARUAN: 6

|!SU8APERUSAHAAN:
|khkancan iviukti, PT.
I^SVGURUS VTAMA / PE3VGURUS

YUTATA rahardja

I  I »

STATUS:

KANTOR

TVNGGAL

1^-- KHU.
|J5^P.: : 01:213.792.3.508.000

^:3SOMOR lELEPON:
FAi;

i i^SlATAN US AH.<^ PO fco K-

|?ehdagangan besar bahan konstruksi lainnya KBLf

46639

B«•

y:

SEMARANG. 31 MEI2016

k^PDAi A SemarangKEPAtA ̂ DAN PELAVANAN PERUINAN TERPADU

.V <-■

//'fZ^.

I MARTIMj, MM
\< " INA

raH A
UTAMA MUDA

9580603 198503 2 002
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PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA

IZIN USAHA

(Tuida Daftar Uiaha Pariwisata)

PWn^nh R.^ Irirasia c.,. LMbaga Pcigdola da. hajelaesaa OSS badasalai
pST N«d« 24 Td.™ 2018 laitang Pdayaa.

Izi. Oaata Ta.d.

Mama Pcrnsafaaan

Nomor Induk Berasaha

Alamat Perusahaan

NaniaKBLl

KodeKBU

Lokasi Usaha

- Alamat

- Desa/Keluraban

- Kecamatan

- Kabnpatcn/Kota

- Ptovinsi

PT KEKANCAN MUKTI

8120112200857 •

komplek pertokoan simpang lima BLOK a
NO. 14-15

hotel BINTANG TIGA

55113

JL RAYA SINGOSARI NO 4

Wonodri

Scmarang Selatan

Kota Scmarang

Jawa Teugah

Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini BELUiVf bcriakn efektiC

<'^™='akakankegialansebagaiinanadiaturpadaPasai38Pp->4/io
2. Agar IzmUsahadapatberlaIro efeWf PerasakLmwajft mekk^a. pemenoban komitmen prasarana daw maui lr«4<titnK.- t.

Lingkungaa (UKLftJPL alau AMDAL) dan/aiau Izin
SLF kepada DPMPTSP sesuai Jokasi proydc; Bangnnan (1MB) dan

b.pem«iuhan komiimoi sesuai pta^arat Izin usaha v
DPMPTSP sesnaikcwcnangannya; ^ KememcnaxvLenibaga/
dan/atau

c. pembayaran Penerimaan Ncgara Bukan Paiak alau Paiak Da«-ih/R..» u. ■ tv. .
^'ctcnluanpcratDianpenindang-iindangan. '^»«^«nbusi Daenih sesuai

Dikduaikantanggal ; 8Januari20l9

Dobmien ini dikeluarknn Anfi ftrfrm rr'ry ■.( r j
Mu daiayargdUampilkan datam dokumen ini dan data,« Kebenaran dan keabsahan
'""Sgungjmfabpelakuusabas^nuhnya. "^"^"'ialamSistem OSSmetyadi
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pemerintah KOTA SEIWARANG
BADAN PELAYANAN PERUINAN TERPADU

•7

Alamat: Jl. Pemuda 148 Telp. (024) 358S944 / 3S13368 Psw, 1321, 1322, 1421 - Samarang (50132)

i'

PERUSAHAAN

SURATj^^N USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECll
'^^^NOMOR : 517/2691 / 11.01/PK/V/2016

: KEKANCAN MUKTI. PT

I^PENANGGUNG JAWAB : VUTATA RAHARDJA"
h^batan

|iAMAT PERUSAHAAN

fiOMOR TELEPON

• KOMPLEK PERTOKOAN SIMPANGLIMA BLOK a. 14-15
KEL. PLEBURAN. KEC. SEMARANG SELATAN. KOTA SEMARANG

feOOAL DAN KEKAYAAN . ' Rd 500 onn nnn nn
FAX:

CcRMASUK TANAH DAN
3ANGUNAN)

^LEMBAGAAN

jpANG U3AHA (KLUI)

: PEMASOK (SUPPLIER)

: PERDAGANGAN BARANG

; 4649, 4659. 4663

^RANG/JASA DAG/\NGAN
'TAMA

.  (46499) PERDAGANGAN BESAR BEF^BAGAI rxAfcl
PERI.ENGKAPAN rumaH TANGGA laTnn«

gTIAP5(UMA)TAHUN SEKALI MENJAUNKAN USAHANYA. DAN WUIB DIDAFTAR ULANG
ERUSAHAAN WAJIB MENDAFTAR ULANG SIUP PAPA TAMA.nai

31 Mei 2021

■.'I

.4
•?

I

-■ i

%

I
C"

DikeJuarkiin di SEMARANG
PadaTanggal 31 Mei 2016

s^j^Walikota Semararig
K^MJJ^r^yanan Perijinan Tcrpadu

"Setnarang

* o

Pe
NIP- 03

V

tini, mm.
ama Muda
198503 2 002
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

POLITEKNIK n.MU PELAYARAN
SEMARANG

DOKUMEN PENGADAAN

LANGSUNG
NOMOR : PL.102/ 65 / 11 /PIP.SMG-2022

TANGGAL 1 APRIL 2022

PEKERJAAN

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA
DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATANIIKELAS

E,F,G, DAN H

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

TELP. (024) 8311527



jkuii'
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM VKAN

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG
@1

JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62)024-8311527
(62) 024-8311528

Nomor : PL. 102 / 65 / 12 / PIP.SMG-2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

FAX 1(62)024-8311529
Email 1 info@pip-semarang,ac.ld
Home Page: www.DlD-semaranQ.ac.id

Semarang, 01 April 2022

Kq)ada Yth.
Direktur PT. KEKANCAN MUKTI

di Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan

PerihaJ: PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA
ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H

Dengan ini Saudara kami imdang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan
Barang/Jasa Lainnya sebagai berikut:
1. Paket Pekerjaan

:  PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST
KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST
KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H
meliputi paket penginapan sebanyak 96 (sembilan puluh enam)
pax selama 9 (sembilan) malam.
Rp 190.080.000,- (Seratus sembilan puluh juta delapan puluh ribu
mpiah)
DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

Nama paket
pekerjaan
Lingkup pekerjaan

Nilai total HPS

Sumber pendanaan
2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat ; Unit Pengadaan Baiang dan Jasa PIP Semarang,
Jl. Singosari 2A Semarang

Telepon'Fax : 0248311527 / 0248311529
Website : http;//pip-semarang.ac.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung
sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu

a Pemasukan Dokumen Penawaran 4-6 April 2022 09.00 s/d 13.00

WIB

b.

Pembukaan Dokumen

Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi
Teknis dan Negosiasi Harga

6 April 2022 09.00 WIB s/d

Selesai

c. Penandatanganan SPK 8 April 2022 09.00 WIB s/d

Selesai

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebUi lanjut, dapat menghubungi Kami
sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. MM

Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002



Nomor:
Lampiran ; 1 (satu) berkas

Kepada Yth,

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

[tempat], _[tanggal] [bulan] [tahun]

di

Perihal: Pengadaan Langsung untuk Paket pekeijaan pada [K/L/PD] Tahun Anggaran

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG [kop surat K/L/PD]
:  [tempat], __[tanggal] [bulan] [tahun]

Lampiran ; I (satu) berkas
Kepada Yth.

di

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekeijaan pada [K/L/PD] Tahun Anggaran

Dengan ini Saudara kami undang untuk raengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Barang sebagai berikut'
I. Paket Pengadaan

Nama paket pengadaan:
Lingkup pekeijaan:
Nilai total HPS : Rp
Sumber pendanaan:

J

2, Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat:
Telepon/Fax:
Website:

_ Tahun Anggaran

[Ruang, Gedung, Lantai, Jalan, dst]

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal
pelaksanaan sebagai berikut; No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu

_/ ^s.d. !_
/

a. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran
b. Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga
c. Penandatanganan SPK /
1. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,

s.d.

Telepon/Fax
Website

Jl. Singosari 2A Semarang
: 0248311527/0248311529

: http://pip-semarang.ac.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, seeara langsung sesuai dengan jadwal
pelaksanaan sebagai berikut:

No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu
a. Pemasukan Dokumen Penawaran

b.

Pembukaan Dokumen Penawaran,
Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan

Negosiasi Harga

c. Penandatanganan SPK

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Kami sesuai alamat tersebut
di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.
Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja
j  Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

BAB II. INS":



A. UMUM

1. Lingkup
Pekerjaan

1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket
Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum
Pengadan (RUP) sebagaimana tercantum dalam
LDP.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum
dalam LDP.

Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana
tercantum dalam LDP.

Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk
menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu
berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam
kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan
harga sesuai kontrak.

Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana
tercantum dalam LDP.

Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum
dalam LDP.

2. Sumber Dana

3, Perbuatan yang
Dilarang dan
Sanksi

1.7

1.8

1.9

Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum
dalam LDP.

Website Satuan

Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
sebagaimana tercantum dalam LDP.

Website Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum
dalam LDP.

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan
sebagaimana tercantum dalam LDP.

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini
berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan
tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam

bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi
keinginan penyedia yang bertentangan dengan
Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau
peratui^an perundang-undangan;

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen
dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk
memenuhi persyaratan dalam Dokumen
Pengadaan Langsung ini.



4. Larangan
Pertentangan
Kepentingan

4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan
perannya, menghindari dan mencegah
pertentangan kepentingan baik secara langsung
maupun tidak langsung.

4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud
pada klausul 4.1 antara lain meliputi:
a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai

Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat
Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat
Pengadaan baik langsung maupun tidak
langsung mengendalikan atau menjalankan
badan usaha Penyedia.

4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai
pimpinan dan/atau pengurus badan usaha
dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar
tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUAUHKASI

5. Persyaratan
Kualifikasi

Administrasi/

Legalitas
Peserta

c.

d.

6.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha,
persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas
meliputi;
a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum

dalam LDP;
b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana

tercantum dalam LDP;
Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
Memiliki NPWP dan telah memenuhi
kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir
(SPT tahunan);
Mempunyai atau menguasai tempat
usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap
dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk
mengikatkan diri pada Kontrak yang
dibuktikan dengan:
1) Akta Fendirian Perusahaan dan/atau

perubahannya;
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
3) Kartu Tanda Penduduk.
Pakta Integritas;
Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta
yang terisi:
1) yang bersangkutan dan manajemennya

tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak

f.

S-
h.



pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan;

2) yang bersangkutan berikut pengurus
badan usaha tidak sedang dikenakan
sanksi daftar hitam;

3) yang bertindak untuk dan atas nama
badan usaha tidak sedang dalam menjalani
sanksi pidana; dan

4) pimpinan dan pengurus badan usaha
bukan sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
atau pimpinan dan pengurus badan usaha
sebagai pegawai
Kementerian / Lem baga / Perangkat Daerah
yang sedang mengambil cuti diluar
tanggungan Negara.

6.2 Untuk peseida perorangan, persyaratan kualifikasi
administrasi/legalitas meliputi:
a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia

seperti Kartu Tanda Penduduk
(in'P)/Paspor/Surat Keterangan Domisili
Tinggal;

b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
dan telah memenuhi kewajiban perpajakan
tahun terakhir;

c. menandatangani Pakta Integritas; dan
d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:

1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2) keikutsertaannya tidak menimbulkan

pertentangankepentingan pihak yang
terkait;

3) tidak dalam pengawasan pengadilan
dan/atau sedang menjalani sanksi
pidana; dan

4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara,
kecuali yang bersangkutan mengambil
cuti di luar tanggungan Negara.

6. Persyaratan Persyaratan kualifikasi teknis meliputi:
Kualifikasi a. Memiliki pengalaman:
Teknis Peserta 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling

kurang
1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta, termasuk pengalaman
subkontrak; dan

2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam
kelompok/grup yang sama paling kurang 1
(satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga)
tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta, termasuk pengalaman
subkontrak.



b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber
daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam
proses penyediaan termasuk layanan purna jual O'ika
diperlukan).

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7. Isi Dokumen Dokumen Fengadaan Langsung terdiri dari:
Pengadaan a. Undangan Fengadaan Langsung;
Langsung b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);

c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
d. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar;
e. Bentuk Dokumen Penawaran:

f. Pakta Integritas;
g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

8. Dokumen 8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran
Penawaran dan Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga,
Kualifikasi Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi,'

sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
a. Surat Penawaran, yang didalamnya

mencantumkan :

1) tanggal;
2) masa berlaku penawaran sebagaimana

tercantum dalam LDP;
3) harga penawaran (dalam angka dan huruf);

dan

4) tanda tangan oleh :
a) direktur utama/pimpinan

perusahaan/pengunjs koperasi;
b) penerima kuasa dari direktur

utama/pimpinan
pemsahaan/pengurus koperasi yang
nama penerima kuasanya tercantum
dalam akta pendirian/anggaran dasar;

c) pihak lain yang bukan direktur
utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi yang
namanya tidak tercantum dalam akta
pendirian/anggaran dasar, sepanjang
pihak lain tersebut adalah
pengurus/karyawan
perusahaan/karyawan koperasi yang
berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan
mendapat kuasa atau pendelegasian
wewenang yang sah dari direktur



utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi
berdasarkan akta pendirian/anggaran
dasar; atau

d) kepala cabang perusahaan yang
diangkat oleh kantor pusat.

b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi kepada
penerima kuasa (apabila dikuasakan).

8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan

berdasarkan contoh, brosur dan gambar-
gambar;

b. standar produk yang digunakan;
c. garansi;
d. asuransi (apabila dipersyaratkan);
e. sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis (apabila

dipersyaratkan);
f. layanan purnajual;
g. tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);
h. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang

sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
i. identitas (jenis, tipe dan merek).

8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:
a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas

dan Harga);
b. Jumlah total harga penawaran;
c. Biaya overhead dan keuntungan serta semua

pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang
sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan)
yang harus dibayar oleh penyedia untuk
pelaksanaan pengadaan barang ini
diperhitungkan dalam total harga penawaran.

8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas
dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap
dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana
tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMFAIAN DOKUMEN PENAWARAN

9. Fenyampaian Fenyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran
Dokumen kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan
Penawaran Pengadaan Langsung

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

10. Pembukaan 8.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan
Penawaran dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan

Pengadaan Langsung.



n. Evaluasidan

Negosiasi
Penawaran

8.2 Fejabat Pengadaan memeriksa
Dokumen Penawaran, yang meliputi:
a. Surat penawaran

Surat kuasa (apabila dikuasakan);
Dokumen penawaran teknis;
Dokumen penawaran harga;
Pakta Integritas; dan
Formulir Isian Kualifikasi.

b.

c.

d.

e.

f.

kelengkapan

11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran
yang meliputi;
a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
b. evaluasi teknis; dan
c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi:
a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan

administrasi, apabila surat penawaran memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
a) ditandatangani oleh pihak sebagaimana

klausul 8.2 huruf a butir 4);
b) mencantumkan penawaran harga;
c) jangka waktu berlakunya surat penawaran

tidak kurang dari waktu sebagaimana
tercantum dalam LDP; dan

d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang
ditawarkan tidak melebihi jangka waktu
sebagaimana tercantum dalam LDP.

b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan
administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan
Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang
Pelaku Usaha lain.

c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem

gugur;

2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta
Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi sesuai
dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5
dan 6.

3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan
kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan
Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang
Pelaku Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis:

a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang
memenuhi persyaratan administrasi dan
kualifikasi;

b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai
dengan yang ditetapkan sebagaimana yang
tercantum di spesifikasi;



c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan
sistemgugur {pass and fail)-,

d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis
minimal yang harus dipenuhi sebagaimana
tercantum di spesifikasi;

e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan
terhadap Dokumen Penawaran Teknis
sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.

f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis,
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan
Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha
lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga :
a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan

negosiasi teknis dan harga.
b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta

membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan
Negosiasi.

c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai
kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan
Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan
Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku
Usaha lain.

12.Pembuatan

Berita Acara

Hasil

Pengadaan
Langsung

12.1

12.2

Pejabat Pengadaan membuat
Pengadaan Langsung.

Berita Acara Hasil

Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus
memuat hal-hal sebagai berikut:
a. tanggal dibuatnya Berita Acara
b. Nama dan alamat peserta;
c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu

(apabila ada)
PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

IS.Penerbitan

SPPBJ
12.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil

Pengadaan Langsung kepada PPK dengan
melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan
Langsung.

12.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review
atas la^ran hasil Pengadaan Langsung untuk
memastikan:

a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah
dilaksanakan sesuai prosedur; dan

b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan
untuk melaksanakan Kontrak.

12.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan
Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.



-an SPK

12.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan
memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.

12.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan
Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan
kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan
dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan
melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan
pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.

12.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka
pengambilan keputusan atas hasil pemilihan
diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam)
hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

I4.Penan^tangan 13.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK
"" yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka

dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap
lembar SPK.

13.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan,
yaitu:
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri

dari;

1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai
pada bagian yang ditandatangani oleh
penyedia barang; dan

2) SPK asli kedua untuk penyedia barang
dibubuhi meterai pada bagian yang
ditandatangani oleh PPK;

b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai,
apabila diperlukan.

13.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas
nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada
klausul 8.2 huruf a butir 4).
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BAB III. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)

Bagian IKP No.

IKP

Isian Ketentuan

1. LINGKUP

PEKERJAAN

1.1 Kode RUP: 35773722

1.2 Nama paket pengadaan:
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA
DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATANIIKELAS
E,F,G, DAN H

1.3 Uraian singkat paket pengadaan; terlampir.
1.4 Jenis Kontrak yang digunakan:

Harga satuan
1.6 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah:

Politeknik llmu Pelayaran Semarang

1.7 Nama Pejabat Pengadaan;
Pejabat Pengadaan Politeknik llmu Pelayaran
Semarang

1.8 Alamat Pejabat Pengadaan;
Jl. Singosari 2A Semarang

1.9 Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah;
httDs;//piD-semarane.ac.id

1.10 Website Aplikasi SPSE;
Ipse.deohub.uo.id

2. SUMBER DANA Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan;
DIP A BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

3. PERSYARATAN

KUALIFIKASI

PESERTA

3.1 Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan
atau surat izin lain sesuai bidang sebagaimana yang
dipersyaratkan, yaitu ; Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) Persekutuan Komanditer dengan jenis usaha
pokok perhotelan yang masih berlaku dengan
menyampaikan rekaman.

3.2

Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban
perpajakan (SPT Tahunan) tahun 2021/2022

3.3

Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta
perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);

3.4 Surat Pemyataan Pakta Integritas.
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4. DOKUMEN

PENAWARAN

DAN

KUALIFIKASI

4.1 Masa berlaku surat penawaran:

30 (tiga puluh) hari kalender

4.2 Jangka waktu pelaksanaan pekeijaan;
15 (Lima belas) hari kalender
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BAB IV. SPESIFIKASITEKNIS DAN GAMBAR

Keterangan

Uraian dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar (apabila ada) akan disediakan oleh
Pejabat Pengadaan.

NO URAIAN CHECK IN CHECKOUT
JML

HARI
JUMLAH

1 Paket Penginapan 11/04/2022 20/04/2022 9 96 1 pax



BAB V. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

13

NO URAIAN
IML

HARI
lUMLAH

PENAWARAN

HARGA

SATUAN
JUMLAH

1 Paket Penginapan 9 96 pax Rp Rp

total Rp
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BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]

■  [tempat], [tanggal] [bulan] ftahunl
Lampiran : —

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada [Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah]

di

Perihal ; Penawaran Pengadaan [diisi nama
pekerjaan]

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor:
tanggal , dengan ini kami mengajukan penawaran untuk
pengadaan [diisi nama pekeijaan] sebesar
Rp _( )■

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum
dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di
atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan selama ( ) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama (__ ) hari kalender sejak
tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap
dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup Han
akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan
Langsung.

Penyedia,
[PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan]

Nama Lengkap
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B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

No. Uraian

Pekerjaan
Spesifikasi
Teknis dan/atau

Gam bar

Satuan Volume Identitas

yang

ditawarkan
1. [Diisi uraian

jenis
Pekerjaan]

[diisi
satuan unit

Pekerjaan]

[diisi volume
unit

Pekerjaan]

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan item pekeijaan yang tercantum dalam
spesifikasi.

No Uraian Pekerjaan Satuan Volume Jumlah Harga

Jumlah (Sebelum PPN)
PPN(10%)

Jumlah total setelah PPN
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BAB VII. PAKTA INTEGRITAS

[Contoh Pakta Integritas Badcm Usaha Tanpa Kemitraan]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

•  [nama wakil sah badan usaha]

No. Identitas : [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]

Jabatan ;

Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang sesuai
dan atas nama dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan Pengadaan Paket Meeting Workshop Review Pelaksanaan
Anggaran Dan Pelaporan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dengan ini
menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. akan melaporkan kepada APIP Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang,
dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses
pengadaan ini;

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional
untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-
imdangan;

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,
bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam
Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

[tempat], _Jtanggal] [bulan] 20 ]tahunl

[Nama Penyedia]

]tanda tangan],

[nama lengkap]
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FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN
USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama badan usaha]

No. Identitas : [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]

Jabatan . [diisi sesuaijabatan dalam aktanotaris]

Bertindak : _[diisi nama badan usaha]
untuk

dan atas nama

Alamat ;

Telepon/Fax :

Email •

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama
perusahaan/koperasiberdasarkan \akta pendiriaw'anggaran
dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta
pendirian/anggaran dasar/surat kuasa] ,-

2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat DaQTtihfbagi
pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar
tanggungan Kementerian'Lembaga/Perangkat Daerah ditulis sebagai
berikut : Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah ytiug sedang cuti diluar tanggungan
KementerianKembaga/Perangkat Daerah "7;

3. sayatidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan
para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses
pengadaan ini;

5. badan usahayang saya wakilitidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam,
tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya
tidak sedang dihentikan;

6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:
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A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha

2. Status Badan Usaha

5.

Alamat Kantor Pusat

No. Telepon

No. Fax

E-Mail

4- Alamat Kantor Cabang
No. Telepon

No. Fax

E-Mail

I  I □ Cabang

Bukti kepemilikan/penguasaan tempat
usaha/kantor

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha
Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi
a. Nomor

b. Tanggal
c. Nama Notaris

d. Nomor Pengesahan/pendaflaran
[contoh: nomor pengesahan Kementerian
Hukum dan HAMuntukyang berhentuk PTJ

2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian
Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi
a. Nomor

b. Tanggal
c. Nama Notaris

[contoh: persetujuan/hukti laporan dari
Kementerian Hukum dan HAM untuk
yang berhentuk PT]

C. Pengurus Badan Usaha

No. Nama nomor Kartu Tanda
Penduduk (KTP)/

Paspor/Surat
Keterangan Domisili

Tinggal

Jabatan dalam Badan Usaha
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No. Nama nomor Kartu Tanda

Penduduk (KTP)/
Paspor/Surat

Keterangan Domisili
Tinggal

Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1. Surat Izin Usaha

2. Masa berlaku izin usaha

3. Instansi pemberi izin usaha

4. Kualifikasi Usaha

5. Klasifikasi Usaha

6. No. TDP

No Tanggal

E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkanj

1. Surat Izin No Tanggal

2. Masa berlaku izin

3. Instansi pemberi izin

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemiiikan Saham (iintuk PT)/Susunan Persero (nntuk CV/Firma)

No. Nama

nomor Kartu Tanda

Penduduk (KTP)/
Paspor/Surat

Keterangan Domisili
Tinggal

Alamat

Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

b. Bukti laporan Pajak Tahun
terakhir (SPT tahunan) No. tanggal
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G. DataPersonalia(Tenaga ahli/teknis/terampilbadan usaha) [apabila diperlukanj

No Nama
Tgl/bln/thn

lahir

Tingkat
Pendidikan

Jabatan

dalam

pekerjaan

Pengalaman
Kerja

(tahun)

Profesi/

keahlian

Tahun

Sertifikat/

Ijazah
1 2 3 4 5 6 7 8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan/a/7flfei7fl r/iper/iiArt/i/

No.

Jenis

Fasilitas/Pera

latan/

Perlengkapan

Jumlah

Kapasitas
atau output

pada saat ini

Merk

dan

tipe

Tahun

pembuatan
Kondisi

(%)

Lokasi

Sekarang

Bukti

Status

Kepemilik
an

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

No.

Nama

Paket kelompok

(grup)

Ringkasan
Lingkup
Pekerjaan

Lokasi

Pemberi Pekerjaan

Kontrak Status

Penyedia
dalam

Tanggal Selesai
Pekerjaan

Berdasarkan

Pekerjaan

Nama
Alamat/

T elepon

No/

Tan

ggal

Nilai

pelaksan
aan

Pekerjaa
n

Kontra

k

BA Serah

Terima

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1

2

dst

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.

Nama

Paket

Pekerjaan

Ringkasan
Lingkup
Pekerjaan

Lokas

i

Pemberi Pekerjaan

Status

Penyedia
dalam

pelaksarraan
Pekerjaan

Kontrak Progres Terakhir

Nama
Alamat/

Telepon
No/

Tanggal
Nilai

Kontrak

(Rencana)
(%)

Prestasi

Kerja
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh
rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya
sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya
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wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksiadministratif, Sanksi Daftar Hitam,
gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat], __Jjanggal] [bulan] [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi
Jpilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]
(nama lemkap wakil sah hadan usaha)
[jabatan dalam badan usaha]
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BABVm

BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA:

NOMOR DAN TANGGAL SPK

Nama PPK:

Nama Penyedia:

PAKET PENGADAAN

NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN

LANGSUNG:

TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN

LANGSUNG:

NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN

LANGSUNG:_

TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN

LANGSUNG:

SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA/DPA
Tahun Anggaran untuk mata anggaran kegiatan

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp_
(  rupiah).

Jenis Kontrak

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:,
kalender

J hari

Untuk dan atas nama

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan dan cap (jika salinan
asli ini untuk Penyedia maka rekatkan

meterai Rp 6.000, -)]

[nama lenskap]
[jabatan]

Untuk dan atas nama Penyedia

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk proyeb'satuan kerja Pejabat Pembuat
Komitmen maka rekatkan meter ai Rp

6.000,-)]

[nama lenskap]

[jabatan[
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SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekeijaan dalam jangka
waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang
tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. HARGA SPK

a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban paj ak dan biaya overhead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas
dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK.
Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara
optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum
yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK
tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut hams dikembalikan kepada PPK
pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua
peralatan tersebut hams dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat
diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang
wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap basil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara
tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan
penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat
mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK.
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALfflAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
seluruh pekerjaan. Pengalihan selumh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan {merger) atau akibat
lainnya.
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8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai keija yang tercantum dalam
Surat Perintah Mulai Kerja.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena

keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian
tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali
pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat
Perintah Mulai Kerjasampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi teijadinya

kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan
pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan,
serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam

harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan
berita acara penyerahan akhir;
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personel;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian

pihak lain.
b. Terhitung sejak tanggal mulai keija sampai dengan tanggal penandatanganan

berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan
inimerupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekeijaan sejak tanggal mulai keija
sampaibatas akhir garansi,harus diperbaiki,diganti atau dilengkapi oleh penyedia
atas tanggungarmya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat
tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.PPK dapat memerintahkan kepada
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pihak Iain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan
pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar,
dan basil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban
untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat
Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN BASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekeijaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap
kemajuan pekeijaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekeijaan dituangkan dalam laporan kemajuan
basil pekeijaan.

b. Untuk merekam pelaksanaan pekeijaan, PPK dapat menugaskan Pengawas
Pekeijaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan
pekerjaan di lokasi pekerjaaa

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebib awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekeijaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekeijaan selambat-
lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintab
Mulai Kerja.

b. Jika pekeijaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena
kesalaban atau kelalaian penyediamaka penyedia dikenakan sanksi berupa denda
keterlambatan.

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleb Peristiwa Kompensasi maka PPK
memberikan tambaban perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan.

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalab tanggal
penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelab pekeijaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyeraban pekeijaan.

b  Sebelum dilakukan serab terima, PPK melakukan pemeriksaan terbadap basil
pekerjaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan basil pekeijaan dapat dibantu oleb pengawas
pekeijaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat basil pekeijaan,
penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintab PPK.

e. PPK menerima basil pekerjaan setelab selurub basil pekeijaan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari barga SPK dan
penyedia barus menyerabkan Sertifikat Garansi.
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16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada)
berkewajiban imtuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang
tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian
Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini bcrlaku sclama masa garansi bcrlaku.
c. PPK akan mcnyampaikan pcmbcritahuan cacat mutu kcpada Penyedia scgcra

sctclah ditcmukan cacat mutu tcrscbut sclama masa garansi bcrlaku.
d. Tcrhadap pcmbcritahuan cacat mutu olch PPK, Penyedia berkewajiban untuk

mcmpcrbaiki, mcngganti, dan/atau mclcngkapi Barang dalam jangka waktu
scsuai dengan syarat dan kctcntuan dalam Scrtifikat Garansi.

e. Jika Penyedia tidak mcmpcrbaiki, mcngganti, atau mclcngkapi Barang akibat
cacat mutu dalam jangka waktu scsuai dengan syarat dan kctcntuan dalam
Scrtifikat Garansi,PPK akan mcnghitung biaya pcrbaikan yang dipcrlukan, dan
PPK secara langsung atau mclalui pihak kctiga yang ditunjuk olch PPK akan
mclakukan pcrbaikan tcrscbut. Penyedia berkewajiban untuk mcmbayar biaya
pcrbaikan atau pcnggantian tcrscbut scsuai dengan klaim yang diajukan secara
tcrtulis olch PPK.

f. Sclain kcwajiban pcnggantian biaya, Penyedia yang lalai mcmpcrbaiki cacat
mutu dikcnakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHANSPK

a. SPK hanya dapat diubah mclalui adcndum SPK.
b. PcrubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal tcrdapat pcrbcdaan antara kondisi

lapangan pada saat pclaksanaan dengan SPK dan disctujui olch para pihak,
mcliputi;
1) mcnambah atau mcngurangi volume yang tcrcantum dalam SPK;
2) mcnambah dan/atau mcngurangi jcnis kcgiatan;
3) mcngubah spcsifikasi tcknis scsuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mcngubah jadwal pclaksanaan pckcrjaan.

c. Untuk kcpcntingan pcrubahan SPK, PPK dapat dibantuPcjabat Pcncliti
Pclaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Pcristiwa Kompcnsasi dapat dibcrikan kcpada penyedia dalam hal scbagai
bcrikut:

1) PPK mcngubah jadwal yang dapat mcmpcngaruhi pclaksanaan pckcijaan;
2) kctcrlambatan pcmbayaran kcpada penyedia;
3) PPK tidak mcmbcrikan gambar-gambar, spcsifikasi dan/atau instruksi scsuai

jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia bclum bisa masuk kc lokasi scsuai jadwal;
5) PPK mcnginstruksikan kcpada pihak penyedia untuk mclakukan pcngujian

tambahan yang sctclah dilaksanakan pcngujian tcmyata tidak ditcmukan
kcrusakan/kcgagalan/pcnyimpangan;

6) PPK mcmcrintahkan pcnundaan pclaksanaan pckcijaan;
7) PPK mcmcrintahkan untuk mcngatasi kondisi tcrtcntu yang tidak dapat diduga

scbclumnya dan disebabkan olch PPK;
8) kctcntuan lain dalam SPK.
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b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat
dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat
Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika teijadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan
melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta
perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal
penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian hams
dilakukan melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai

dengan prestasi pekeijaan yang telah dicapai, termasuk:
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekeijaan ini.

Bahan dan perlengkapan ini hams diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau

pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan
benar oleh instansi yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
5) penyedia menghentikan pekeijaan dan penghentian ini tidak tercantum

dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan

sebanyak 3 (tiga) kali;
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8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan oleh PPK;

9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan
pekeijaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran
tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum
dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka

dicairkan (apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan
prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekeijaan;
2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan'sistem termin/pembayaran

secara sekaligus];
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekeijaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terimaditandatangani.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan
pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-
hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia
berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil)
dari [nilai SPK atau dari nilai bagian SPK] (tidak termasuk PPN) untuk setiap
hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan
penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISfflAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK



29

ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan
tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan
melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMTSI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan keija PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini
merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
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BAB IX

BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/'UPD]

Nomor:

20

Lampiran:

Kepada Yth.

di

Perihal : Penunjukan Penyedia Pekeijaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket
Pengadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor
tanggal tentang dengan basil negosiasi harga sebesar
Rp ( ) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini
Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari keija
setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini
yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan
sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja

Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama Ienskav 1

[jabatan]

NIP :

Tembusan Yth.:

1. [PAjKPA K/L/PDJ
2. [APIP K/L/PDJ
3. [Pejabat Pengadaan]

dst
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B. BENTUK SIJRAT PERINTAH MULAI KERJA

[hop surat satuan kerja K/L/PD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor:

Paket Pekeijaan:

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Jnama Pejabat Penandatangan Kontrak]
Jjabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]
Jalamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK nomor tanggal , bersama
ini memerintahkan;

[nama Penyedia Jasa Lainnya]
[alamat Penyedia Jasa Lainnya]

yang dalam hal ini diwakili oleh;

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekeijaan dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:

1. Paketpengadaan: ;

2. Tanggal mulai kerja:

3. Svarat-svarat pekeriaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penyelesaian: selama ( ) hari kalender dan pekeijaan
hams sudah selesai pada tanggal

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian
pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu
permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK(tidak termasuk PPN) sesuai
ketentuan dalam SPK.
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[tempat], __[tanggalj [bulan] _Jtahun]

Untuk dan atas nama

Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lenskapj
[jabatan]
NIP:

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama [mma Penyedia]

[tanda tangan]

[nama lengkapl
[jabatan]
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BABX

PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA

ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H .

2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada
Anggaran Belanja pada DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022
Nomor : SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.

3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
berakhimya tugas Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari temyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 April 2022
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja
Politeknik llmu Pelayaran Semarang

■

KRISTIN ANITA INDRIYANL S.ST. MM

Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002



JADWAL PROSES

Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan il Kelas E,F,G, dan H

POLITEKNIK ILWIU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

No. KEGIATAN

AGENDA SURAT

NOMOR TANGGAL

1 Dokumen Pengadaan Langsung PL.102 / 65 /11 / PIP.SMG-2022 01-Apr-2022

2 Undangan kepada Peserta Terpilih dilampiri PL.102 / 65 /12 / PIP.SMG-2022 01-Apr-2022

3 Pemasukan Dokumen Penawaran -
04-06 April 2022

4 Pembukaan Dokumen Penawaran PL. 102 / 68 / 7 / PIP.SMG-2022 06-Apr-2022

5
Evaluasi Penawaran, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi

Marga
PL.102 / 68 / 8 / PIP.SMG-2022 06-Apr-2022

6 Pembuatan Beiita Acara Hasil Pengadaan Langsung PL.102/69/II / PIP.SMG-2022 07-Apr-2022

BA PRA SPPBJ (PRE AWARD MEETING) PL.102 / 69 /12 / PIP.SMG-2022 07-Apr-2022

SPPBJ PL.102 / 69 /13 / PIP.SMG-2022 07-Apr-2022

7 Penandatanganan Kontrak / SPK PL.102 / 70 /10 / PIP.SMG-2022 08-Apr-2022

SPMK PL.102 / 70 /11 / PIP.SMG-2022 08-Apr-2022

8 Berita Acara Pemeriksaan 100 % ( 15 harlkalender) PL.102 / 79 / 7 / PIP.SMG-2022 22-Apr-2022

9 Berifa Acara Serah Terima 100 % ( 15 harl kalender) PL.102 / 79 / 8 / PIP.SMG-2022 22-Apr-2022

10 BA PPHAP / BA EP / PEMBAYARAE ( 15 hari kalender) PL.102 / 79 / 9 / PIP.SMG-2022 22-Apr-2022

SEMARANG, 01 April 2022

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BELANJA RM

ANI.S.ST.. M.M.KRISTIN ANITA INDRIY

Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002



JADWAL PROSES

Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas E,F,G, dan H

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO KEGIATAN Ol-Apr-22 02-Apr-22 03-Apr-22 04-Apr-22 05-Apr-22 06-Apr-22 07-Apr-22 08-Apr-22

1 Dokumen Pengadaan Langsung

2 Undangan kepada Peserta Terpilih

3 Pemasukan Dokumen Penawaran

4 Pembukaan Dokumen Penawaran

5 Evaluasi Penawaran

6 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga

7 Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung

8 Rapat Pra Penunjukan

9 Penandatanganan Kontrak / SPK

KETERANGAN

□ HARI KERJA
PROSES PELELANGAN

HARILIBUR

SEMARANG, 01 April 2022
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BELANJA RM

KRISTIN ANITA INDR
(

IVAN

>

I. S.ST.. M.M.

Pembina IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002



KERANGKA ACUAN KERJA

BELANJA PERJALANAN

PA/KPA

UNIT KERJA

PPK

CAPT. DIAN WAHDIANA, M.M

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

HERIPRASETYO, S.M

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA

ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

SEMARANG TAHUN 2022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI

BAD AN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2022



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN KEGIATAN PENGADAAN PAKET MEETING BIMTEK

PELAPORAN AWAL DAN PELAPORAN AKHIR PDDIKTI

POLITEKNIKILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

1. DasarHukum

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4849);

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5336);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di

Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5I0/KMK.05/2009 tentang Penetapan

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departeman Perhubungan Sebagai

Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum;



i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi

dan Tata Keija Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang

Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;

m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK

656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan

Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/1V/DlKLAT-09

tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;

0. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;

p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.Ol/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

s. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor

PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan

Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.



2. Gambaran Umum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya

saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi

yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah ;

a. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk

mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;

b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan

pelayanan jasa transportasi;

c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;

d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;

e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang

peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara

konsisten;

f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah

lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;

g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector

transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

(BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi

Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang - undang di bidang

transportasi antara lain;

a. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

b. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

c. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

d. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang - undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan

bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan

dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional,

kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi

standar nasional dan intemasional.



Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(BPSDM) Perhubungan adalah tenvujudnya sumber daya manusia perhubungan yang

prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal

serta berorientasi Zero Accident.

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan

SDM Perhubungan adalah sebagai berikut;

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar

nasional dan intemasionai;

b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia

kerja melalui kerjasama kemitraan dengan stakeholder terkait;

c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan

transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi

Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM

transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan intemasionai dan

mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien,

akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah

diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita

dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

" Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan

Berwawasan Global". Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang

dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-

langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun

intemasionai untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri,

berwibawa dan berwawasan global.

b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran

melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan

meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terns menems.

d) Menjalin kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dimia industri dan alumni

demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan



Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan

pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah

Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP semarang

mempunya tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran

dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan

tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu

pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu

pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi

dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Perhubungan Laut.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program

pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat

keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan

kompetensi ijasah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian

pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDSD, dll.

3. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya terciptanya lulusan Diklat Transportasi Laut yang prima,

profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang

sesuai standar kompetensi/kelulusan serta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan

pelaut Nasional dan Intemasional, maka PIP Semarang berupaya mengoptimalkan

dukungan layanan pada jasa yang diselenggarakarmya kepada para peserta didik.

Hal ini juga sejalan dengan misi dari PIP Semarang, yakni salah satunya adalah

Meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun

intemasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri,

berwibawa dan berwawasan global.

n. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II

Kelas E,F,G, dan H Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 adalah sebagai

upaya pelaksanaan diklat pemberdayaan masyarakat Indonesia sesuai dengan

program nasional serta untuk memenuhi wujud nyata Misi dari PIP Semarang untuk



memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun

intemasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri,

berwibawa dan berwawasan global.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga

Angkatan II Kelas E,F,G, dan H Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

adalah agar terlaksananya kegiatan tersebut.

m. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para Civitas Akademika

di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang .

IV. ORGANISASI PENGADAAN

a. Kementerian

b. Satker

c. KPA

d. PPK

Kementerian Pehubungan

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Capt. DIAN WAHDIANA, MM

HERIPRASETYO, S.M

V. SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAYAAN

a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

SEMARANG untuk membiayai Belanja Perjalanan Pengadaan Paket Penginapan

Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan 11 Kelas E,F,G, dan H Politeknik Ilmu

Pelayaran Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 190.080.000,- (Seratus Sembilan puluh

juta delapan puluh ribu rupiah).

b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk Pengadaan Paket Penginapan

Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas E,F,G, dan H Politeknik Ilmu

Pelayaran Semarang Tahun 2022 Rp 190.080.000,- (Seratus Sembilan puluh juta

delapan puluh ribu rupiah).

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekeijaan ini adalah selama 15 (Lima belas) Hari kalender



VU. SPESIFIKASI TEKNIS

NO URAIAN CHECK IN CHECKOUT
IML

HARI
fUMLAH

1 Paket Penginapan 11/04/2022 20/04/2022 9 96 pax

VIII. KUALIFIKASIPERUSAHAAN

1. Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan atau surat izin lain sesuai bidang

sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu ; Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan

Komanditer dengan jenis usaha pokok perhotelan yang masih berlaku dengan

menyampaikan rekaman.;

2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT

Tahunan) Tahun 2020/2022 beserta lampirannya;

3. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu

4(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk

pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi

Kecil yang bam berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

4. Memiliki pengalaman pada bidang pekerjaan sejenis baik instansi swasta ataupun

pemerintah kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang bam

berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

5. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan

dengan:

a. Akta Pendirian Pemsahaan dan/atau pembahannya;

b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

e. Bukti bahwa yang diberikan kuasa mempakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan

d. Kartu Tanda Penduduk .

6. Pemyataan Pakta Integritas yang berisi :

a. Tidak akan melakukan praktik Kompsi, Kolusi, dan Nepotisme;

b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui teqadinya praktik Kompsi,

Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.

c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk
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memberikan hasil keija terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia

dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata

dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemyataan;

a. yang bersangkutan dan manajeinennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak

pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar

hitam;

c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi

pidana;

d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha

sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil

cuti diluar tanggungan Negara;

e. Pemyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen

Pemilihan;

f. Pemyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang

disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang

disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan

pemsahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari selumh anggota Kemitraan

bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam,

gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang undangan.



IX. PENUTUP

Kerangka acuan keija ini dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan penyusunan

Proposal Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis serta Penawaran Biaya / niiai

pekerjaan kepada pemberi tugas.

Semarang, 30 Maret 2022

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

HERIPRASETYO, S.M

Penata Muda (Ill/a)

NIP. 19850429 201012 1 003
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KERANGKA ACUAN KERJA

BELANJA PERJALANAN

PA/KPA

UNIT KERJA

PPK

CAPT. DIAN WAHDIANA, M.M

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

HERIPRASETYO, S.M

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA

ANGKATAN 11 KELAS E,F,G, DAN H POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

SEMARANG TAHUN 2022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI

BAD AN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2022



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN KEGIATAN PENGADAAN PAKET MEETING BIMTEK

PELAPORAN AWAL DAN PELAPORAN AKHIR PDDIKTI

POLITEKNIKILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

LATAR BELAKANG

1. DasarHukum

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4849);

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5336);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di

Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5I0/KMK.05/2009 tentang Penetapan

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departeman Perhubungan Sebagai

Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum;



1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahim 2014 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang

Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;

m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK

656/DL-002/V1/D1KLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan

Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/1V/DlKLAT-09

tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;

0. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor SK 2162/HK-208/XI/D1KLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;

p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.Ol/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

s. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Norhor

PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan

Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.



Gambaran Umum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya

saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi

yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah :

a. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk

mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;

b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan

pelayanan jasa transportasi;

c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;

d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;

e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang

peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara

konsisten;

f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah

lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;

g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector

transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

(BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi

Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang - undang di bidang

transportasi antara lain;

a. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

b. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

c. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

d. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang - undang dibidang transportasi diatas mengaraanatkan

bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan

dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional,

kompeten, disiplin, bertanggimg jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi

standar nasional dan intemasional.



Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang

prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal

serta berorientasi Zero Accident.

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan

SDM Perhubungan adalah sebagai berikut;

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar

nasional dan intemasional;

b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia

kerja melalui keqasama kemitraan dengan stakeholder terkait;

c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan

transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi

Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM

transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan intemasional dan

mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien,

akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakan roda organisasi sesuai tugas dan fimgsi yang telah

diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita

dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut;

" Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan

Berwawasan Global". Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang

dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-

langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun

intemasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri,

berwibawa dan berwawasan global.

b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran

melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan

meningkatkan kemampuan selumh sumber daya organisasi secara terns menems.

d) Menjalin keijasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni

demi terwujudnya jejaring kineija berkelanjutan



Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan

pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah

Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP semarang

mempunya tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran

dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan

tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu

pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu

pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi

dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Perhubungan Laut,

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program

pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat

keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan

kompetensi ijasah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian

pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDSD, dll.

3. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya terciptanya lulusan Diklat Transportasi Laut yang prima,

profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang

sesuai standar kompetensi/kelulusan serta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan

pelaut Nasional dan Intemasional, maka PIP Semarang berupaya mengoptimalkan

dukungan layanan pada jasa yang diselenggarakannya kepada para peserta didik.

Hal ini juga sejalan dengan misi dari PIP Semarang, yakni salah satunya adalah

Meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun

intemasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri,

berwibawa dan berwawasan global.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II

Kelas E,F,G, dan H Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 adalah sebagai

upaya pelaksanaan diklat pemberdayaan masyarakat Indonesia sesuai dengan

program nasional serta untuk memenuhi wujud nyata Misi dari PIP Semarang untuk



memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun

intemasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri,

berwibawa dan berwawasan global.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga

Angkatan II Kelas E,F,G, dan H Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

adalah agar terlaksananya kegiatan tersebut.

m. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para Civitas Akademika

di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang .

rv. ORGANISASI PENGADAAN

a. Kementerian

b. Satker

c. KPA

d. PPK

Kementerian Pehubungan

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Capt. DIAN WAHDIANA, MM

HERIPRASETYO, S.M

V. SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAYAAN

a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITeKNIK ILMU PELAYARAN

SEMARANG untuk membiayai Belanja Peijalanan Pengadaan Paket Penginapan

Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan n Kelas E,F,G, dan H Politeknik Ilmu

Pelayaran Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 190.080.000,- (Seratus Sembilan puluh

juta delapan puluh ribu rupiah).

b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk Pengadaan Paket Penginapan

Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas E,F,G, dan H Politeknik Ilmu

Pelayaran Semarang Tahun 2022 Rp 190.080.000,- (Seratus Sembilan puluh juta

delapan puluh ribu rupiah).

Vt JANGKA WAKTII PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekeijaan ini adalah selama 15 (Lima belas) Hari kalender



Vn. SPESIFIKASI TEKNIS

NO URAIAN CHECK IN CHECKOUT
)ML

HARI
JUMLAH

1 Paket Penginapan 11/04/2022 20/04/2022 9 96 pax

VUI. KUALIFIKASl PERUSAHAAN

1. Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan atau surat izin lain sesuai bidang

sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan

Komanditer dengan jenis usaha pokok perhotelan yang masih berlaku dengan

menyampaikan rekaman.;

2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT

Tahunan) Tahun 2020/2022 beserta lampirannya;

3. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu

4(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk

pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi

Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

4. Memiliki pengalaman pada bidang pekerjaan sejenis baik instansi swasta ataupun

pemerintah kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru

berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

5. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan

dengan;

a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;

b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan

d. Kartu Tanda Penduduk.

6. Pemyataan Pakta Integritas yang berisi :

a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui teijadinya praktik Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.

c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk



memberikan basil keija terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia

dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata

dan/atau diiaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pemyataan;

a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak

pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar

hitam;

c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi

pidana;

d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai

JCeraenterian/l-embaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha

sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil

cuti diluar tanggungan Negara;

e. Pemyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen

Pemilihan;

f. Pemyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang

disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang

disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan

perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari selumh anggota Kemitraan

bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam,

gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang undangan.



IX. PENUTUP

Kerangka acuan keija ini dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan penyusunan

Proposal Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis serta Penawaran Biaya / nilai

pekerjaan kepada pemberi tugas.

Semarang, 30 Maret 2022

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

HERIPRASETYO, S.M

Penata Muda (Ill/a)

NIP. 19850429 201012 1 003
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